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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad
yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam
pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta
segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan
dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun,

dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini

mengadopsi “Pedoman Trans]\i‘ si Arab

<
bersama (SKB) Menteri“Agd
SR

in”’ yang merupakan hasil keputusan

(Cs o

il Pendidikan dan Kebudayaan R.I.,
~_

:.0543b/U/1987.

an Me

f)x)vsi terhadap transliterasi
N\
artikel atau kata g dalam gsistem tulisan Arabﬁ\g dilambangkan dengan
3¢ A
huruf J (alif lam n\w ‘arifah ini, “al-¥ ditransliterasi dengan cara

yang sama, baik ia diikuti ol h maupun gamariyah.

Demikian pula pada s g lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau

nama Sahabat, sebagaimana KB tersebut menggunakan “swt.”,

“saw.”, dan “ra.”. Adapun

S

sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis

ipsi berbahasa Arab maka untuk

karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti
pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi
memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap

tentang pedoman tersebut.



Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai

berikut:
| : a > : d S d O k
o b 3 Z b t J 1
<o t ¢ m
& $ 0 n
d J 9 w
z h\! 2 h
c kh ¢ y
B. Konsonan Rangkap
Konsonan Rangkap (tasya
Contoh:
aslad = muqaddimah
STHBA RMATASSAR
C. Vokal
1. Vokal Tunggal
fathah  ditulisa contoh 5
kasrah . ditulisi contoh &=

dammah  ditulisu contoh &%



2. Vokal Rangkap
Vokal Rangkap u_ (fathah dan ya) ditulis “ai”
Contoh: &% = Zainab S = kaifa
Vokal Rangkap s— (fathah dan waw) ditulis “au”
Contoh: Jy— = haula dy = qaula
3. Vokal Panjang (maddah)

\_dan — (fathah) ditulis a contoh: U6 = gama
— (kasrah) ditulis 1 contoh: w>) = rahim
’ dammah) \ \ ditulis 37— contoh: 332 = ‘ulim
— (¢ " Q\S‘\ = _ ¢ }L°
4
D. Ta’ Marbiitah AN 4 * e “\)Ac
\y / -~ —p

N
Ta’ Marbutah ya}r‘lg mati atau mendapat harakat n ditulis /h/

[
o 2 @
Contoh: RS SG = Makkah al- %mmah
\

= al-Syari’ah @dmiyyah
inya/t'

Ta’ marbiitah yz
iﬁg%}ﬂ i.i}ifj-/& = al-hu
Sl il =als

E. Hamzah.
Huruf Hamzah (¢) di awal ituli vokal tanpa di dahului oleh

tanda apostrof ( )

STIBATMARKASSAR
GNTSE) =itthad, al-ummah, bukan ‘itthad al- ‘umma

F. Lafzu al-Jalalah

Lafzu al-Jalalah (kata &) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa

hamzah.
Contoh: & X% ditulis: ‘Abdullah, bukan Abd Allah

A s ditulis: Jarullah

Xi



G.

Singkatan

saw.
swt.
ra.

as.
Q.
H R.

Kata Sandang “al-”.
1) Kata sandang “al-” tetap dituis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan
huruf gamariyah maupun syamsiyah.
Contoh:  4c.i52]1 S| WY1 = al-amakin al-mugaddasah
Ze ,:J L::J = al-siyasah al-syar’iyyah
2) Huruf “a” pada kata sandang “al-* tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun
merupakan nama diri.
Contoh: i};jjuj = al-Mawardt

}»jf = Azhar

1-Afgant adalah seerang tokof baharu.
a - ar1

S.

Hadis Riwayat
Undang-Undang

STFBAGMKAS SAR

H
tanpa penerbit
tanpa tempat penerbit
Cet. = cetakan
t.th. = tanpa tahun
h. halaman

xii



Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W. = Wafat tahun

QS..../...:4 = Quran, Surah ..., ayat 4
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ABSTRAK

Nama : Aripuddin Rasi

NIM/NIMKO: 161011226/8581416226

Judul Skripsi : Aktualisasi Kaidah Fikih Ma La Yatimmu al-Wajib Illa Bihi
Fa Huwa Wajib dalam Masalah Kontemporer

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami
aktualisasi kaidah fikih Ma La Yatimmu al-Wajib Illa Bihi Fa Huwa Wajib dalam
Masalah Kontemporer. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini
yaitu; pertama, bagaimana aplikasi kaidah-kaidah fikih pada masa sekarang. Kedua,
bagaimana konsep kaidah fikih “Ma La Yatimmu al-W3jib Illa Bihi Fa Huwa
Wajib” dan pengaplikasiannya pada masalah-masalah kontemporer.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap
permasalahan di atas, penulis A jenis penelitian [ibrary research
En’dgkatan yuridis normatif dan
an data dengan menggunakan
a” penulis berusaha untuk
ngw{kaidah-kaidah fikih dan

pendekatan filosofis,
teknik deduktif, 1
mengemukakan meﬁgf: f objek yang dikaji sesuai
instrumen peneta ukum Islam yang berlaku. 3

1

Hasil penélifian yang ditemukan adalah terdapat dua bentuk aktualisasi
terhadap kaidah f%l: a La Yatimmu al-W3ajib Illaﬁ& Fa Huwa Wajib dalam
Masalah Kontempotef, yait is Lurus di Masjid Untuk Meluruskan
Shaf dan Keikutsertaan dal m di Indonesia. Kedua masalah
diatas menjadi polemik yang asalahkan hingga hari ini, namun
berdasarkan hasil penelitian, lkan akan kebolehan Penggunaan
Garis Lurus di Masjid Unt f, berdasarkan perintah wajibnya
meluruskan shaf dan peran g sebagai perantara untuk lurusnya
shaf, sedangkan segala peran rkan terpenuhinya suatu kewajiban
maka hukumnya menjadi w pada masalah keikutsertaan pada
pemilihan umum di Indonesia yang merupakan perantara terwujudnya pemerintah

yang mengatur urusan masyarakat atau kaum muslimin yang biasa disebut Uli al-

AmSi'rTr‘a}lb mehaati Uli Al-Afori m K am syariat
Isla aka huk nfaati a

Xiv
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang paripurna dalam mengatur segala aspek tentang
kehidupan dan kebutuhan manusia baik dunia maupun akhirat. Islam adalah
pedoman keselamatan dunia dan akhirat, maka sudah menjadi keharusan bagi umat

manusia untuk berpegang teguh kepada syariat Islam demi menjaga keharmonisan

dalam beribadah dan bermu

pada penerapan hukum bagi pelanggaran atas hak-hak Allah swt. atau hak-hak

kedamaian dan ketentraman hidup terhadap seluruh umat manusia dan juga

makhluk-makhluk lainnya.!

'Ali Ahmad Jarwi, Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuhu, Juz 1 (Cet 1; Kairo: Dar al-Fikr,
2009), h. 5.



Ibadah adalah salah satu dari empat aspek ajaran Islam. Tiga aspek lainnya
adalah Akidah, Akhlak, dan Muamalah. Ibadah yang dimaksud adalah segala
bentuk ketaatan diri kepada Allah swt. atau bentuk pendekatan diri kepada-Nya atau
bentuk kepatuhan atas perintah-Nya tanpa ada perbedaan perlakuan antara perintah
dan larangan dengan segala cara yang sesuai dan telah ditetapkan oleh syariat,

seperti salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.’

Syariat yang dimaksud adalah aturan agama yang berasal dari Alquran dan

h yang dilakukan harus dipastikan
C Cs yang P

Zan Suhahs,

c

Sunah. Dengan demlklan sega Smacami

)flkibadah sudah dikenal dan
~p

dijadikan pegangan lg ra fugaha’ Oawa'id Fig iq y&yang menyatakan bahwa

-
t

ada perintahnya dala

segala sesuatu 'badah hukumnya terlarang, li jika ada dalil yang

\
memerintahkannyx{i likan deLga,Q Q,analah, ka¢
\ 4

dibolehkan, kecuali jika ada

Z\>
Aya adalah segala sesuatu

Sebagaimana diketa tama diturunkannya syariat Islam

adalah demi kemaslahatan ir1, sebagaimana ditegaskan dalam

Q.S. al-Anbiya’/21:107.

STIBA MAKASSAR*

Terjemahnya:

Dan tidaklah kaml mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi
seluruh alam®

2al-Qadi Abu Ya’la, al- ‘Uddah Fi Ushul Figh, juz 1 (1990), cet. 2; h. 348

SKementrian Agama RI, al-Qur’an terjemahan (Cet. I; Bandung: Syamil Alquran 2012),
h. 331.



Hukum Islam merupakan sarana atau metode untuk mewujudkan tujuan dari
syariat tersebut. Adapun untuk memahami hukum Islam secara benar, maka
seseorang harus memahami perangkat-perangkat syariat, seperti ilmu fikih, usil

Figh dan Qawa’id Fighiyyabh.

Tujuan penting dari lahirnya kaidah fikih dapat dilihat dari dua sudut
pandang. Pertama, dari sumbernya, kaedah merupakan media untuk memahami

Magasid al-Syari’ah, karena dengan mendalami beberapa sumber pendalilan dapat

terjadi. Oleh karen: -s'e%'&gai salah satu alat dalam

\
menyelesaikan pe lahan yang telah terjadi dan in belum terjadi, yang

Ay .
belum ada ketentuan dad kepastiannya mnya.
\ 4

Keberadaan Fikih, U

‘id Fightyyah memiliki hubungan
yang sangat erat dan tidak d sama lain. Ketiganya merupakan
instrumen umum yang dig ahami syariat Islam agar dapat
dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam melakukan hubungan dengan Tuhannya
sebagai pembuat hukum, sesama manusia lainnya maupun lingkungan sekitar.*
S LIBAMAKASSAR....
tengah masyarakat menjadi semakin jelas dapat ditampung oleh syariat Islam dan

dengan mudah serta cepat dapat dipecahkan permasalahannya.’

4Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia (Cet. VI; Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2003),
h. 4.

SIman Musbikin, Qawa id Fighiyyah (Cet I; Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2001), h. 13.



Pada hakikatnya, Qawa’id al-Fighiyyah yang telah dirumuskan oleh para
ulama berjumlah sangat banyak dan berbeda-beda sesuai mazhab yang
mencetuskannya. Akan tetapi ada 5 (lima) kaidah pokok yang menjadi dasar
Qawa’id Fighiyyah dan telah disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab,

yaitu® :

Segala urusan tergantung pada niat

Kesulitan harus dihila %}5\
Fo
~2

3
)

Ji Sah 2

<2 B 3

Adat kebiasaan dap njadi landasan hukum
\
\, ( &:Ju Jw Lal 4
Keyakinan tidak dap ch‘ 'hzl raguan

S LUZERRL 5

Kehidupan masyarak i mbang dari masa ke masa atas
pengaruh kemajuan teknold an. Keadaan yang dihadapi oleh
masyarakat saat ini jelas sangat berbeda dengan keadaan yang dihadapi oleh
ST B AT A S i i
dinasti ini yaitu pada masa Rasulullah saw. Meskipun Rasulullah saw. telah
memerintahkan kita untuk senantiasa berpegang teguh pada sumber utama hukum

Islam, yaitu Alquran dan Sunah, bukan berarti segala permasalahan yang dihadapi

®Tajuddin ‘Abdu al Wahhab bin Taqiyuddin al-Subki, al-Asybdh wa al-Naza ir (Cet. I;
Dar al-Kitab al-‘Alamiyyah, 1411 H/1991 M), h. 12.



oleh masyarakat dapat langsung diputuskan dan diketahui hukumnya melalui dua

sumber tersebut.

Salah satu kaidah turunan dari kaidah pokok Qawa’id Fighiyyah yang lima,
sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah kaidah ”Ma La Yatimmu al-Wajib
1lla Bihi Fa Huwa Wajib” (suatu kewajiban tidak akan bisa sempurna kecuali
dengan sesuatu, maka sesuatu tadi juga menjadi wajib) kaidah ini merupakan salah

satu kaidah turunan dari kaidah pokok “al-Umiiru Bimaqasidiha” (Segala urusan

tergantung pada niat). Untuk aksanakan-suatu kewajiban dibutuhkan adanya

sarana, tanpa adanya sa;é te ut maka kewaj alfsukar terpenuhi, maka dengan

adanya kaidah fikih ;1 } a sarana-sarana tersebuf ﬁh wajib. Walaupun pada

dasarnya hukum a?\%\na-sarana tersebut adalah
SN e et

benar-benar memahami kaidah

n bahwasanya banyak

masyarakat ataupun pencer
ataupun penerapan kaidah i tkan masyarakat akan cenderung
kaku dalam memahami dali wajib dan mudah memberi label
sesat, bidah bahkan kafir kepada Saudara mereka sendiri, hanya karena penggunaan
sarana-sarana tersebut, walaupun tidak dipungkiri bahwa beberapa penyempurna

v B MARCAAD DA

yaitu Alquran dan Sunah.

Zakariya bin Gulam Qadir al-Bakistan1 dalam kitab Usil Figh ‘Ala Manhaj
Ahlu al-Hadis, mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah berkata tentang kaidah ini,
dengan mengangkat contoh bahwa bahasa Arab adalah bagian dari agama Islam,

maka mempelajarinya adalah kewajiban, karena sesungguhnya memahami Alquran



dan Sunah adalah wajib dan keduanya akan sukar dipahami kecuali dengan
memahami bahasa Arab, maka suatu kewajiban tidak akan bisa sempurna kecuali

dengan sesuatu, maka sesuatu tadi juga menjadi wajib.’

Contoh tersebut telah benar-benar terjadi di kehidupan kita, akan tetapi
selain contoh tersebut, masih banyak lagi permasalahan yang berada pada kondisi

dan keadaan yang sama khususnya pada permasalahan kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang _yxk ah dike

NPy
lah sebagai berikut:
masalah sebagai er17;13\f u)“/
~2

an diatas, maka dapat dirumuskan

\c
~p
| ‘G 2

<4
1. Bagaimana aplikasi} aidah-kaidah fikih pada ma %varang?
N\

2
2. Bagaimana ko 1 -V/djib llla Bihi Fa Huwa
2
Wajib” dan pengaplikasiannya'pada‘masalah=masalah kontemporer?

C. Pengertian Judul
Untuk menghindari te haman dan kekeliruan interpretasi,
terhadap variabel, kata dan is erdapat dalam judul, maka penulis

merasa perlu untuk mencantumkan pengertian judul dan ruang lingkup penelitian

"STIBA MAKASSAR

1. Aktualisasi adalah perihal mengaktualkan atau pengaktualan.®

7Zakariya bin Gulam Qadir al-Bakistani, Min Usul Figh ‘Ala Manhaj Ahlu al-Hadis (Cet.
I; Pakistan: Dar al-Kharaz, 1423 H/2002 M), h. 150.

8Tim Penyusun Pusat Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
Pusat Bahasa, 2008), h. 32.



2. Kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti,
patokan dan dalil.’

3. Qawa’id Fighiyyah adalah sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian
yang banyak sekali, yang bisa dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah
tadi.!”

4. Kontemporer adalah pada waktu yang sama, semasa, sewaktu dan pada masa

kini.'!

D. Kajian Pustaka
a Yatimmu al-Wajib Illa Bihi Fa

\
v
Studi tentang aktp ﬁwdah fi
7 I

)
Huwa Wajib telah j&bﬁ dibahas oleh para u a ¢ dalam kitab-kitab mereka.
S ¥
- N

<4

Pembahasan tersebut juiga dibahas dari berbagai pery ektif mazhab dan literatur-

2
. Diantarzl literatur I,rang mem@\s ini adalah
2

1. al-Wajiz Fi Idahi Qawa id.al-Figh al-Kulliyah cetakan keempat tahun 1416

literatur berbahaS\
\ ~

H/1996 M, diterbitkar isalah kota Beirut, Lebanon. Buku

ini ditulis oleh M -Burnti, dalam kitabnya penulis
menjelaskan secara r ah fikih Ma La Yatimmu al-Wajib

llla Bihi Fa Huwa Wajib beserta syarat-syarat dan masalah yang berada

STIBA MAKASSAR

°Tim Penyusun Pusat Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
Pusat Bahasa, 2008), h. 614.

Tbnu al-Mulaqqan, al-Qawa’id al-Fighiyyah: al-Asybih wa al-Nazdir (Cet. I; Riyadh:
Dar Ibnu al-Qayyim, 1431 H/2010 M), h. 25.

""Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), h. 591.

2Muhammad Sidqt al-Burnii, al-Wajiz Fi Idahi Qawa’id al-Figh al-Kulliyah (Beirut:
Yayasan al-Risalah, 1416 H/1996 M), h. 3.



2. Syarh al-Qawa’id al-Fighiyyah cetakan kedua tahun 1989 M/1409 H,
diterbitkan oleh Dar al-Qalam Damaskus, Suriah. Buku ini ditulis oleh
Ahmad bin Syekh Muhammad al/-Zarga.'> Buku ini menjelaskan makna,
konsep dan penerapan kaidah fikih secara umum, dengan menjelaskan
makna setiap kaidah fikih secara berurutan, aktualisasi kaidah dan masalah-
masalah yang terkait dengan kaidah tersebut.

3. Qawa’id Fighiyyah Mu’amalah cetakan pertama tahun 2015, diterbitkan

oleh Lembaga Pemberdiyaan Kua‘lli;gas Ummat (LPKU) Banjarmasin.

fprogram Pascasarjana Strata 2
~_

Negeri Antasari ta 5698 dan program Doktoral
<4

Ditulis oleh Fat

)
Institut Agama {
~2

- \): a
(Strata 3 piversitas Merdeka Malang.\ u ini secara khusus

2
mengurai% stgntang kaiEah-kaid fikih bj@ fikih muamalah yang
- 2

-
berbahasa Indonesia.

4. “Aktualisasi Kaidah mr Ittasa’a Dalam Sumber Hukum
Materil Keluarga Isl 1a’ lis oleh Ridha Azzahrah, Skripsi
Mahasiswa Jurusan Studi Perbandingan Mazhab dan
Hukum STIBA Makassar, tahun 2018. '°

“SPIBX MAKASSAR

Jenis Penelitian

13Ahmad bin Syekh Muhammad al-Zarqa, Syarh Qawd’id Fighiyyah (Cet. 1I; Damaskus:
Dar al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 1.

4Fathurrahman Azhari, Qawa’id Fighiyyah Mu amalah (Cet. I; Banjarmasin: Lembaga
Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), h. vii.

I5Ridha Azzahrah, “Aktualisasi Kaidah Fikih Iza Daqga al-Amr Ittasa’a Dalam Sumber
Hukum Materil Keluarga Islam Indonesia”, Skripsi (Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab dan
Hukum STIBA Makassar, 2018), h. Judul.



Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian library
research. Secara definitif, library research adalah penelitian kepustakaan di mana
peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah

yang sedang dipertanyakan. '°

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan
‘/,/‘ . .o, .
dham dasar untuk diteliti dengan cara

cara meneliti bahan pgs%&ebagai
NPy o Gl

mengadakan pen?g “terhadap peratur \erit‘pran dan literatur-literatur
3 ‘Cn 2

yang berkaitan dzu%,‘g:lasalah yang diteliti.'7 \

b. Pendekatan fi

,~hal ini_dianggap relevan gsﬁﬂa dalam meneliti dan

3
menganalisa perhba -literatur yang akan diteliti, didapati

nilai-nilai hukum dalam fi alam undang-undang yang berlaku
di Indonesia dan sanga emikiran yang sistematik, logis,
universal serta objektif te bahasan tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, digunakan
metS’SEIe a atMAIgAJSeSARm melalui

16Masyuri dan Muhammad Zainuddin, Metodologi Penelitian (t. Cet.; Bandung: Refika
Aditama, 2008), h. 129.

17Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat (t. Cet.; Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.
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hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan

diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah
literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan kaidah fikih.

b. Penelaahan  buku-buku yang telah dipilth tanpa mempersoalkan
keanekaragaman pandangan tentang pembahasan hukum tersebut. Kemudian

mengadakan pemilahan terhadap isi buku yang berhubungan dengan

tansi sumber maupun aplikasinya

ermasalahan penelitian, berupa
p p b,as p LS

terhadap hukum. %\j}’)
)

c. Menerjemahkan l’ b yang telah diseleksi K&

-
t

kitab tersebut asa Arab), yakni bahasa yang\

dalam wacana kaidah fiki a dengan mengacu pada pedoman

transliterasi yang berlaku

d. Menganalisis data-data 1 ang telah dikumpulkan dengan

senantiasa mengacu pada itian."Adapun sumber-sumber data yang
menjadi acuan penulis, sebagai berikut:

SEEBA MAKASSAR

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan buku-buku dan literatur

yang membahas tentang Usul Figh dan kaidah fikih secara umum, fikih

kontemporer, fikih mazhab serta buku lain yang berkaitan dengan contoh

aktualisasi kaidah fikih Ma La Yatimmu al-Wajib 1lla Bihi Fa Huwa Wajib.

2) Data Sekunder

10
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Sumber data sekunder penelitian ini antara lain mencakup buku-buku hasil
penelitian yang berwujud laporan, jurnal, fatwa ulama, dan sebagainya.

4. Metode Pengolahan Data

Untuk mengumpulkan data dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis
menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data sesuai hasil bacaan
maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya

data akan diolah menggunakan teknik:

a. Deduktif; menganalisis data \ ri suatu sip-prinsip yang umum, kemudian
< > o

”
prinsip-prinsip umu [ diberlaktik 'Iq.tl.ﬂglcasus kasus khusus.'®

b. Induktif; yaitu rnflp :énahsa yang bertitik tola

t

para ahli untuk dicari p nsipiel dan perbedaan yang juga

prinsipiel, setelah itu be i angkan secara rasional kemudian
diakhiri dengan penarikan

5. Metode Analisis D
Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian

e STHBA MAKA SEAR i
terhadap data primer dan data sekunder, yaitu dengan metode analisis isi kualitatif

dengan cara menguraikan data melalui kategorisasi-kategorisasi serta pencarian

18Seto Mulyadi, dkk., Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang
Terbaru untuk IImu-ilmu Sosial (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 60.

YLexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (t. Cet.; Bandung: Remaja Rosdakarya,
2003), h. 103.

11
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sebab akibat dengan menggunakan metode penelitian induktif (usaha penemuan

jawaban dengan menganalisa berbagai data untuk mengambil sebuah kesimpulan).

Penulis mengumpulkan data-data terkait kaidah fikih Ma La Yatimmu al-
Wajib Illa Bihi Fa Huwa Wajib dan aktualisasinya pada berbagai masalah
kontemporer. Setelah penulis mengumpulkan dan memahami data-data terkait
kaidah fikih Ma La Yatimmu al-Wajib 1lla Bihi Fa Huwa Wajib, maka penulis

kemudian menganalisis beberapa masalah kontemporer yang dianggap berlaku

masalahnya.

¢ Cs o

padanya kaidah fikih tersebut @B m peme
%

AN
F. Tujuan dan Keg ‘jﬁz)ehtmn

1. Tujuan Pe

-
~p
(;Q,L
<4 \
— v
N\

ari penelitian ini adalah: <

Adapun tu\ <

- L\

n kaidah-kaidah fikih dimasa

3

a. Untuk nkhg

hui

sekarang.

b. Untuk mengetahui ep um aktualisasi kaidah fikih Ma La
Yatimmu al-Wajib Bihi Fa a Wajib dalam masalah-masalah
kontemporer.

STIBA MAKASSAR

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal yang baru dalam
pengembangan [lmu Hukum Islam khususnya terkait dalam bidang Ilmu Fikih dan

Usul Figih.

12



13

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
wawasan dibidang hukum terkait kaidah fikih dan aplikasinya dalam permasalahan

kontemporer.

b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan hasil pemikiran tentang
perkembangan hukum Islam dalam hal yang berkaitan dengan kaidah fikih dan

penerapannya dalam masalah kontemporer.

STIBA MAKASSAR

13
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TINJAUAN UMUM KAIDAH FIKIH
A. Konsep Umum Kaidah Fikih
1. Pengertian dan Definisi Kaidah Fikih
Al-Qawa’id bentuk jamak dari kata ga’idah (kaidah). Para ulama

mengartikan gaidah secara etimologis dan terminologis. Secara etimologi, kata

Qd’idah, jamaknya Qawa ’id, berarti asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik

~p
[ I.A

artl dasaratau fonTm sesuatu€ bersifat materi terdapat
> L

<

MJWJ\UA.XP\}AS\ j.:i "J)

agama).?’

L 3l
Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ket Ibrahim inggikan (membina) dasar-dasar
Baitullah bersama I (seraya oa): "Ya Tuhan kami terimalah
daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.?!

STIBAMAKASSAR

%

U\M\wayww\wﬂww\uﬂ 28 %0 &uﬁuwd,uv NE

Ogmai ¥ Es

Terjemahnya:

20Fathurrahman Azhari, Qawa ’id Fighiyyah Mu’amalah (Cet. 1; Banjarmasin, LKPU
Banjarmasin, 2005), h. 1.

2'Kementrian Agama RI, al-Qur’an terjemahan (Cet. I; Bandung: Syamil Alquran 2012),
h. 20.
14
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Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar,
maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap
(rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada
mereka dari tempat yang tidak mereka sadari.??

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa arti kaidah adalah

dasar, asas atau fondasi, tempat yang diatasnya berdiri bangunan.

Kata Fighiyyah berasal dari kata Figh ditambah Ya Nisbah yang berfungsi
sebagai penjenisan, atau penyandaran. Secara etimologi Figh berarti pengetahuan,
pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya.?’

Para ulama memaﬂgﬁkés\mda dal J, ndefinisikan kaidah fikih secara
istilah. Ada yang %@ﬂ;;’dan ada‘}‘l' Nﬁfe‘[\ﬁ‘persempitnya, akan tetapi
substansinya tetap s"iﬂf; g,ebagai contoh Muhamr:lg - Au Zahrah mendefinisikan

\ N\
kaidah dengan: 2
N =]~ R
\ : |
P o) ol Y B
Artinya:

Kumpulan hukum-h
mengumpulkannya.

Sedangkan al Jurjani mende

PR s e bl i i
P . 9 - .
,

Artinya:

S M A EA S GA R
Tajuddin al’Subki mendefinisikan kaidah fikihdengan:

22Kementrian Agama RI, al-Qur’an terjemahan, h. 271.

B3 Abu al Wafa’, al Wadihu Fi Usul al Figh (Cet. I; Muassasah al Risalah, 1420 H/1999
M), h. 7.

2*Muhammad Abu Zahrah, Usul Figh (Cet. I; Dar al Fikri al arabi, t.th.), h. 10.
Al Jurjani, Kitab al Ta rifat (Cet. I; Dar al Kutub al Ilmiyah, 1403 H/1983 M), h. 171.

15
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Artinya:

Kaidah adalah sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang
banyak sekali, yang bisa di pahami hukum bagian tersebut dengan kaidah
tadi.

Bahkan Ibnu Abidin dalam pengantar bukunya, dan Ibnu Nuzaim dalam

kitab al Asybah wa al Nazair dengan singkat mengatakan bahwa kaidah itu adalah:

e (K5 5 48 B o s B
Artinya:

Sesuatu yang dikemla ikan kep a hukum dan rinci daripadanya
hukum. \ C s o

<
. . "Ply = w
Dari definisi- W afas, jelas b : engertian Qawa’id Fighiyyah
AR ~»

3 ‘G
bersifat menyeluruhrya t}leliputi bagian-bagiann eng pula aturan yang sudah
-

\
pasti atau patokan, r-dasar bagi figh. N—
2
\: (N
Dengan dc;iﬁi i ada"dua macam kaidah, yaitu:

ukan dalam buku-buku Usul Figh,

pertama, kaidah-kaidah Usu/

yang digunakan untuk meng an huku i sumbernya (Alquran dan Hadis).
Kedua, kaidah-kaidah fikih, kaidah-k yang disimpulkan secara general

dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari

Oleh karena itu baik kaidah-kaidah usul figh maupun kaidah-kaidah fikih,

bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam, hanya saja kaidah-kaidah usu/ sering

26Tajuddin al Subki, al Asybdh wa al Naza'’ir (Cet. I; Dar al Kutub al Islamiyah, Beirut,
t.th.), Juz I, h. 11.

?"Ibnu Nuzaim, al Asybdh wa al Nazair (Cet. I; Dar al Fikr, Damaskus, 1403 H/1983M),
h. 10.

16
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digunakan dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya (Alquran dan Sunah).
Sedangkan kaidah-kaidah fikih sering digunakan dalam penerapan hukum atas

kasus-kasus yang timbul dalam bidang kehidupan manusia.

2. Perbedaan Kaidah Fikih Dengan Kaidah Usul

Ilmu fikih dan Ilmu Usul Fikih adalah kedua ilmu yang saling berkaitan satu
sama lain sampai-sampai dikatakan bahwa keduanya adalah satu cabang ilmu.?®
Bagaimana tidak dikatakan demikian jika salah satunya adalah Pokok Utama dan

yang lain adalah cabang, ibarat tanting pa hon, maka seorang Ahli Ilmu Usul
< SN SPdka
harus memahami Ilmuw ahli Iy Fik "hafu‘s memahami I[Imu Usul, jika
/ o - ~p
<

tidak bagaimana bisa i;a‘s mpu mengeluarkan hukt i dalil-dalil yang ada? dan
—_

\
bagaimana bisa ses¢erang dikatakan mujtahid jika ia

]

/:mendalami dengan baik

\
ilmu Usul. \) 3}

Selain itu dapat dikat ya adalah Ilmu yang terpisah satu

sama lain, keduanya te topik, hasil dan tujuan dari

pembelajarannya.?

Topik pembahasan dalam Ilmu Usul Fikih adalah dalil-dalil secara umum

dan STIgBka' an WT{IK@S baha alam Ilmu
Fikihadalah perilaku Mukallaf atau orang yang telah dibebani hukum syariah.*

Z8Muhammad Sidqi al Burndl, a/ Wajiz Fi idahi Qawa’id al Figh al Kulliyyah (Cet. IV;
Muassasah al Risalah, 1416 H/1996 M), h. 19.

Muhammad Sidqi al Burnii, a/ Wajiz Fi idahi Qawa’id al Figh al Kulliyyah, h. 19.
3'Muhammad Sidgqi al Burni, al Wajiz Fi idahi Qawa’id al Figh al Kulliyyah, h. 19.

17
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Syihab al-Din al-Qarafi adalah ulama yang pertama kali membedakan
kaidah-kaidah Ilmu Usul Figh dan Ilmu Fikih®', dalam pengantar bukunya yang
berjudul al/ Furig beliau al-Qarafi menegaskan bahwa syariat yang agung
diberikan Allah kemuliaan dan ketinggian melalui pokok (usul) dan cabang (furit’).

Adapun pokok dari syariat tersebut ada dua macam:

Pertama, Usul Figh. Usul figh memuat Qa’idah Istinbat hukum yang
diambil dari teks-teks berbahasa Arab. Diantara yang dirumuskan dari teks bahasa
Arab itu adalah tentang .&ki A ak teks [@anir untuk menunjukkan wajib dan
kehendak, teks nahi urtw ukkan hdr "daéf sighat kKhusus untuk maksud

;

N .
“3 Cn 2
umum. ENPN P
"\)‘ N \
\ —

aidah Fikih yang bersifat k\iﬁnmum). Jumlah kaidah-

dun:g ahasia-rahasia dan hikmah
syariat. Setiap kaidah diamb ) yang terdapat dalam syariat dan
tidak terbatas jumlahnya. utkan dalam kajian Ushul Figh,
meskipun secara umum m: ang sama, tetapi berbeda secara

perincian.*?

STIBA'MAKASSAR ™
kaidah Usul. Adapun kaidah-kaidah Usul dalam kajiannya membahas tentang dalil-

dalil secara umum. Sedangkan kaidah-kaidah Fikih mengkaji tentang hukum-

hukum secara umum. Kaidah-kaidah Usul adalah kaidah untuk menetapkan hukum

3 Faturrahman Azhari, Qawaid Fighiyyah Muamalah, h. 26.
32Al Qarafi, al Furig (‘dlim al Kutub, t.th), h. 2-3.

18
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dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan kaidah-kaidah Fikih adalah kaidah untuk
mengetahui hukum-hukum, memeliharanya dan mengumpulkan hukum-hukum
yang serupa serta menghimpun masalah-masalah yang berserakan dan mengoleksi

makna-maknanya.*?

Perbedaan mendasar antara kaidah-kaidah Usul dengan kaidah-kaidah Fikih
adalah; Kaidah Usul membahas tentang dalil-dalil syar’iyyah yang bersifat umum.

Sedangkan kaidah-kaidah Fikih adalah kaidah-kaidah dengan pembahasan tentang

¢ s o

hukum yang bersifat umum. Ja (B aidah-kgiddh Usul membicarakan tentang dalil-
at

dalil  syar’iyyah ya umui, « ﬁgkan kaidah-kaidah Fikih

[
membicarakan tenta\[ }aéum hukum bersifat um

kaidah Fikih dan

\
dibawah ini:* \» 3}

a. Bahwa Kaidah Usul ses n dengan teks-teks dan dalil-dalil

atas hukum pada mayor dangkan Kaidah Fikih berkaitan
dengan hukum-hukum itu
b. Kaidah Usul sesunggunya diletakkan agar para mujtahid dapat menentukan cara
menemukan dan menyimpulkan hukum suatu masalah dengan dalil-dalil yang

pandangan dalam mengeluarkan hukum-hukum secara keseluruhan dengan

3 Atiyyah Adlan Atiyyah Ramadhan, Mausii ‘ah al Qawda’id al Fighiyyah (Cet. I; Dar al
Iman, Iskandariyah, t.th), h. 20.

34Fathurrahman Azhari, Qawa ’id Fighiyyah Mu’amalah, h. 12.

35Sidqt al Burnii, a/ Wajiz Fi idahi Qawa’id al Figh al Kulliyyah (IV; Beirut, Miiassasah
al Risalah, 1416 H/1996 M), h. 20.
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dalil-dalil secara umum. Sedangkan kaidah-kaidah Fikih digunakan untuk
mengikat masalah-masalah dari pembahasan yang berbeda-beda dengan ikatan
yang satu dan hukum yang satu, yaitu hukum yang ditujukan suatu kaidah
untuknya.

c. Kaidah-kaidah Usul dibangun atas hukum-hukum secara umum yang dengannya
para ahli fikih menyimpulkan hukum-hukum setiap permasalahan dari dalil-dalil
yang terperinci. Sedangkan kaidah-kaidah Fikih berasal dari kumpulan sejumlah

masalah Fikih yang serupa, a hubungatlgﬁan sama substansinya.
\
V (Cs

d. Kaidah-kaidah Usul iknya ter paﬁe;pembahasan Usul (Mendasar)
*e ~_
~—y
dan permasalaha asalahannya. sedang -jfg;idah-kaidah Fikih tidak
N2l <

N
terbatas jumla yabahkan jumlahnya sangat ban ﬁﬁn tersebar dibuku-buku

2\
Fikih Umum d% wa dari setiap maz!ab dan bel t\\Qikumpulkan dalam satu
- 2

tempat.

Selain itu pada satu s Fikih memiliki persamaan dengan

kaidah-kaidah Usul, namun ¢ erbedaan antara keduanya. Adapun
dari segi persamaannya, ked emiliki bagian-bagian yang berada
di bawah cakupannya. Sedangkan perbedaannya, kaidah-kaidah Usul adalah
untuk menetapkan hukum. Sedangkan kaidah-kaidah Fikih merupakan himpunan

sejumlah masalah yang meliputi hukum-hukum fikih yang berada di bawah

cakupannya semata.

20
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B. Konsep Umum Kaidah “Ma La Yatimmu al-Wajib Illa Bihi Fa Huwa Wajib”
1. Pengertian Kaidah

Kaidah Ma La Yatimmu al Wajib Illa Bihi Fa Huwa Wajib adalah apa yang
disebutkan dalil tentang kewajibannya dan kewajiban itu tidak akan terealisasi
secara sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu yang dengannya kewajiban
dapat terlaksana itu menjadi wajib pula walaupun tidak ada dalil yang menerangkan
akan kewajibannya.*® Kaidah ini masuk dalam kaidah-kaidah Usul yang dinamakan

sebagai Muqaddimah al Wajib.>’

\
« o\b <
Ibnu Taimiyah% @b Igtidd als "'dlq): gl Mustakim berkata tentang
-~

-h&l'lslam dan mengetahui isi

\3
An %
kaidah ini; bahwa b \??irab adalah bagian dari
—_3

\
ajaran Islam adalah wajib bagi setiap muslim, karena

\
adalah wayjib, sedehg% agama iLsglg.r.Jipahami ta
\ 4

terlebih dahulu dan segala s

ami Alquran dan sunah

2
§\nemahami bahasa Arab

a suatu kewajiban tidak terpenuhi

secara sempurna maka sesua wajib, akan tetapi darinya (bahasa

Arab) ada bagian yang harus p orang dan ada bagian yang tidak

semua orang perlu memaha

2. Kedudukan Kaidah
LLBA.MAICASSAR i

tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tersebut

36Zakariya al Bakistani, Usul Figh ‘Ala Manhaj Ahlu al Hadis (Cet. 1, Dar al Kharaz,
1423 H/2002 M), h. 149-150.

37Sidqi Ali Burni, al Wajiz F1 Idahi Qawa’id al Figh al Kulliyyah, h. 393.
38Zakariya al Bakistani, Usul Figh ‘Ala Manhaj Ahlu al Hadis, h. 150.

21



22

hukumnya menjadi wajib) ini merupakan hukum syariat Ku/li. Hukum kull7 adalah
hukum yang disandarkan pada teks kulli, yaitu setiap teks ganda yang bisa
melahirkan konotasi lain, sebagai bagian-bagiannya dan disebut hukum syariat
karena kaidah ini digali dari dalil-dalil syariat, baik Alquran maupun Sunah, melalui
dalalah iltizam yang terdapat didalamnya. Misalnya firman Allah swt. pada Q.S.

al-Maidah/5:6.

: 39

~—_

Terjemahnya: W\
Maka basuhlah mukamuwdan tangaps
‘e
Potongan ayat iniy eﬁyatakan, bahw. umemembasuh tangan hingga
< ¢
. <o el e
siku-siku hukumn W2 ib dalam wudu. Namun @ban membasuh tangan

\ \
» t tidak akan sein-pjrna, kecua é\ﬁgan memasukan bagian

hingga siku-siku te\

e

3
atas siku (lengan)d&la? asuhan sehinggasiku-sikuny pasti akan terbasuh. Sebab

jika tidak dimasukkan dalam yang menjadi batas untuk dibasuh

itu tidak akan terbasuh den ya, kewajiban membasuh bagian
atas siku merupakan konot onsekuensi logis dari kewajiban

membasuh siku-siku. Konotasi seperti ini bisa ditarik dari dalalah iltizam (sampai

deng jjmaszs sethi iiila?, lwgg’at?gnﬁdeib 1lla
Bih -

Hal ini dilihat dari aspek dalil yang menjadi pijakan untuk menggali kaidah

ini sehingga kaidah ini disebut sebagai hukum syariat. Adapun kaidah tersebut

39Kementrian Agama RI, al-Qur’an terjemahan, h. 108.

40¢Ata’ bin Khalil, Taiysir al Wusil Ila al Usiil (Cet. 1II; Oman, Dar al Ummah, 1421
H/2000 M), h. 43.
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disebut sebagai hukum kulli, karena ungkapan yang menjadi sandaran hukumnya
yaitu hukum wajib yang terdapat dalam kaidah tersebut adalah ungkapan bermakna

ganda yaitu; Ma La Yatimmu al Wajib Illa Bihi.

Kaidah ini juga telah diterima oleh para ulama wusu/ maupun fikih. Dapat
dikatakan, bahwa mereka telah sepakat untuk menggunakan kaidah ini. Hanya saja,
sebagai kaidah tetap statusnya bukan merupakan dalil, meski kemudian ada kasus-

kasus yang bisa diturunkan dari kaidah tersebut.

3. Cakupan Kaidah

Ad k
apun ca u7§Q

meliputi dua aspe

kiﬁ\’:‘ o
\
a. Kewajiban yang“t \i)kat denfl-\se’sﬂu se
syariat mengatur ;ahwa salat huku A Wa
syarat telah bersuci.
b. Kewajiban yang tidak te

lain, kewajiban tersebut bg

Dalam konteks yang pertama, tidak ada perbedaan pendapat, bahwa

me ‘TI rs!but W W$$ y!ngKb adalah
melaksanakan hukum asal, jika syaratnya telah terpenuhi. Misalnya, hukum bersuci

sebagai syarat bagi salat. Pada dasarnya, melaksanakan hukum bersuci tersebut
tidak wajib, namun yang wajib adalah melaksanakan salatnya. Hanya saja, salat

tersebut wajib dilaksanakan ketika syarat bersucinya telah terpenuhi. Untuk

#1Taqiyuddin al Nabhani, al Syakhsiyah al Islamiyah (Cet. 111, Beirut, Dar al Ummah,
1426 H/ 2005M), h. 42.
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mewajibkan bersuci sebagai syarat bagi kewajiban tersebut diperlukan dalil
tersendiri, dan tidak bisa dengan serta-merta menjadi wajib karena menjadi syarat
bagi kewajiban tersebut. Dengan kata lain, memenuhi syarat tersebut sebagai
sebuah kewajiban tidak bisa diambil dari dalil wajibnya salat, dengan menggunakan
logika dalalah iltizam seperti di atas. Artinya tidak bisa dibuat kesimpulan,
misalnya, jika salat hukumnya wajib, maka bersuci yang yang dibutuhkan oleh salat
itu hukumnya juga wajib. Akan tetapi, kewajiban memenuhi syarat bersuci itu harus

dinyatakan oleh dalil kasus bersuci, sebagailgﬁana firman Allah swt pada Q.S. al-
i)

Maidah/5:6. NV Py
F

AT TR TR AT oL TR Sl PR I R 2

ooty loials A Nkl (S5 152

Lals Yo ot of oo (387 0p5 Tddet

S SN RIS RS ety

\ps:

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang
maka basuhlah muka
kepalamu dan (basu

kamu hendak mengerjakan shalat,
sampai dengan siku, dan sapulah
dengan kedua mata kaki, dan jika
kamu junub maka ma nu sakit atau dalam perjalanan atau
kembali dari tempat bue 1S) atau menyentuh perempuan, lalu
kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang
baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak
hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan

STIFAARASSAR

K ith; " Ata " bi akdn, a k jiban yang
pertama ini tidak bisa dimasukkan dalam kategori kaidah Ma La Yatimmu al Wajib
1lla Bihi Fa Huwa Wajib. Dengan kata lain, munculnya syarat bersuci tersebut tidak

bisa ditarik dari logika dalalah iltizam, atau kaidah Ma La Yatimmu al Wajib Illa

42 Kementrian Agama R1, al-Qur’an terjemahan, h. 108.
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Bihi Fa Huwa Wajib dari hukum asalnya, yaitu kewajiban salat, tetapi harus ditarik
dari dalil kasus bersuci*’, seperti pada firman Allah swt. dalam Alquran surah al

maidah ayat 6 diatas.

Adapun konteks kewajiban yang kedua, yaitu kewajiban yang tidak terikat
dengan sesuatu sebagai syaratnya, atau dengan kata lain, kewajiban tersebut bersifat
mutlak, maka dalil wajibnya hukum asal, bisa mencakup hukum berikutnya.

Dengan kata lain, wajibnya hukum kedua bisa ditarik dari logika dalalah iltizam

o dy sl s

Sempurna puasa sampai waktu mala i” (HR. Ahmad dan al

Tabrani). \ <
Hadis ini p}ﬁ arnya mLuqubbj agar puasa ﬂaksanakan hingga malam
\ 4

hari, malam hari merupaka kewajiban tersebut. Namun agar

tujuan (sampai di waktu m: bisa dipenuhi maka (target yang

dituju) harus diwujudkan, ya u pada bagian malan. Dengan kata
lain tenggelamnya matahari s p, tetapi harus masuk pada bagian
waktu malam. Konotasi seperti ini merupakan kesimpulan logika dalalah iltizam,
RS B O AN T LAY NN g

pada bagian malam. Karena itu kewajiban puasa hingga waktu malam itu tidak akan

bisa dilaksanakan dengan sempurna, kecuali dengan masuknya waktu pada bagian

$Ata’ bin Khalil, Taysir al Wusil lla al Usiil (Cet. III; Oman, Dar al Ummah, 1421 H/
2000 M), h. 43.

4 Ahmad bin Hanbal, Musnad al Imam Ahmad bin Hanbal, Juz XXXVI (Cet. I; t.t:
Muassasah al Risalah, 1421 H/2001 M), h. 287.
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malam, sehingga hukum berbuka pada bagian waktu tersebut menjadi wajib,

sebagaimana kewajiban asalnya, yaitu berpuasa sampai waktu malam.

Dalam konteks yang kedua inilah kaidah Ma La Yatimmu al Wajib Illa Bihi
Fa Huwa Wajib tersebut berlaku. Kaidah tersebut dalam hal ini meliputi dua

kategori:*®

a. Syarat yang mampu dilaksanakan oleh pihak yang terkena kewajiban (mukalaf).
b. Sebab yang mampu dilaksanakan oleh pihak yang terkena kewajiban (mukalaf).

Untuk kategori yang a (syar ﬁ?ﬁjuk Ahlusunah maupun Muktazilah

/ N * %
telah sepakat, bahw7 Msebut hukumn \‘gaixvajib bagi orang mukalaf.

Sebagaimana hukunl, ajlban yang pertama. %n syarat tersebut bisa

L = (X

ain  kebalikan dari perkara yang

meliputi:
p \ 3

\)

a. Syarat syar, sepertl hawlba
b. Syarat ‘Aql/i (nalar), se

diperintahkan, dalam kont diwajibkan.
c. Syarat konvensional, seps ka disyaratkan mulai dari tempat

tumbuhnya rambut dan seluruh bagian wajah yang tempak dari depan dalam

STIBA MAKASSAR

4 Abdullah bin Yusuf al Juday’, Taysir ‘llmu Usiil al Figh (Cet. I; Beirut, Muassasah al
Rayyan, 1418 H/1997 M), h. 23.

46 Al amidi, al Ihkam Fi Usil al Ahkam (t. Cet; Beirut, al Maktab al Islam, t.tt), h. 111.
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Sedangkan untuk kategori yang kedua (sebab) juga telah disepakati

kewajibannya. Dalam hal ini, bisa meliputi:*’

a. Sebab syar i, seperti akad dalam konteks kepemilikan bagi masing-masing
penjual dan pembeli
b. Sebab ‘aqli (nalar), seperti berpikir dalam kaitannya dengan keyakinan

berakidah

c. Sebab konvensional, seperti terpotongnya leher sebagai sebab sah dan tidaknya

emotongan hewan. \ \
P & < O\S*

/ <
\ % Ll %
~_
)
;@5 I . N £ '-\Pl,
Dengan de - cakupan kaidah Ma La Yatimmu al Wdajib llla Bihi Fa
S

Huwa Wajib tersebut. erlaku secara umum, baik d konteks syarat maupun

2
sebab. Hanya perl\)tc t, bahwisyarat yang ditetap ié@lam konteks ini berbeda
- 2

dengan syarat pada konte vang pertama. Dalam konteks yang pertama,

kedudukan syarat tersebut agi kewajiban (masyrit al wujib),

sementara dalam konteks yarat tersebut merupakan syarat
pelaksanaan (masyriit al wug ngkat amir al-mu ‘minin (khalifah)
yang wajib ditaati, ketika obyek*yang wajib“ditaati itu tidak ada, hukumnya adalah

wajib, sebagaimana firman Allah pada Q.S. al-Nisa’/4:59.

STIBAMAKASS AR .«

Mgl Gy s EUS 231 slly Al Ostags (287 0) J9edlls

N
\

N\ \n

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul
(sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

47Sidqt Ali Burnii, al Wajiz Fi Idahi Qawa’id al Figh al Kulliyah, h. 393.
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kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.*®

Sebab, perintah untuk mentaati @t/i al amri (imam atau khalifah) itu tidak
bisa dilakukan jika obyek yang wajib ditaati (i2/7 al amri) tadi tidak ada. Karena itu,
perintah untuk menaatinya sekaligus menjadi perintah untuk mewujudkannya,
sehingga ketaatan kepada ili al amri tersebut bisa diwujudkan. Dengan kata lain,
kewajiban untuk mengangkat dan mewujudkan ili al amri itu merupakan syarat
agar kewajiban untuk menaatinya bisa diwujudkan. Inilah yang disebut masyriit al

wuqit‘. Meski ketentuan me éingkat Za%”_mewujudkan hal tersebut tidak

-&o\ > o

. [/ * % . >
dituangkan secara ek /ayat Alq \di\ams, ketentuan tersebut status
A ~p
3 .o e
hukumnya sama deﬁgagg%uus hukum wajibnya men
-

\

a 'Aﬁlz' al amri yang eksplisit

itu. Jadi, hukum m gkat dan mewujudkan uli al

amri ituLamdki.l Karena i

merupakan dalalah iltizam

wajib, sama wajibnya

N\,
L @\ - ..
enaati #li al amri itu

. A 3
dengan menaati L%T a >

embawa konsekuensi) wajibnya

mengangkat dan mewujudka al-amri.

Ketika perintah unt engangk n mewujudkan @/t al amri yang
hukumnya wajib, itu tidak bisa dilaksanakan, kecuali dengan adanya partai politik
Isla a'rIm }j&ma puan tullm rss Kﬁmg jawab
ters§, maka adanya paﬂaMm seperti 1§kumnya Juga wajib, sama

wajibnya dengan mengangkat dan mewujudkan @/ a/ amri itu sendiri. Penarikan

48 Kementrian Agama R1, al-Qur’an terjemahan, h. 87.
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kesimpulan logis seperti ini juga merupakan turunan dari dalalah iltizam, atau

kaidah Ma La Yatimmu al Wajib Illa Bihi Fa Huwa Wajib.#

4. Penggunakan Kaidah

Meski sebagian ulama usul menganggap sama antara kaidah Ma La
Yatimmu al Wajib Illa Bihi Fa Huwa Wajib dan fath al-zari‘ah dan muqaddimah,

sebenarnya masing-masing berbeda. Jika penggunaan kaidah Ma La Yatimmu al

CCs o

Wajib Illa Bihi Fa Huwa Wa]\z‘ \u terikat dengan ketentuan dalalah iltizam, baik
N
naan; dan bukannya syarat bagi

dalam konteks sebab Iil p arat p

*e

~_
-~
kewajiban, maka & \éznaan Jfath al-Zari'ah d 7 \(‘]’addimah tersebut bersifat

lebih terbuka. Seb &\ gontoh, pemilihan wakil rakyak lam rangka mewakili umat
2
2
&n kewajiban yang tidak

2
bisa diabaikan, sementara apagsajamyangginen adi perangkat yang urgen dalam

untuk menegakkaw\lél adalah persoalan yang ur

mencapai tujuan tersebut huk . Karena itu, pemilu dalam rangka

memilih wakil rakyat untuk kumnya juga wajib, sebab Ma La
Yatimmu al Wajib Illa Bihi (suatu kewajiban tidak akan bisa

sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tadi juga menjadi wajib).

silogistik (mantik), bukan kaidah Ma La Yatimmu al Wajib Illa Bihi Fa Huwa
Wajib. Karena premis yang pertama salah, maka kesimpulannya pun salah.

Kesalahan premis yang pertama itu terletak pada Pemilihan wakil rakyat dalam

“Taqiyuddin al Nabhani, al Syakhsiyah al Islamiyah, h. 43.
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rangka mewakili umat untuk menegakkan Islam adalah persoalan yang urgen dan
kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Padahal, hukum wakalah tetap mubabh,
demikian halnya Pemilu sebagai uslith, hukumnya juga mubah. Contoh lain,
mengambil zakat hukumnya adalah wajib berdasarkan firman Allah pada Q.S. al-

Taubah/9:103.

Terjemahnya:
Ambillah zakat dari agian h mereka, dengan zakat itu kamu
4

membersihkan dan _p‘!sk

AN

Untuk melak ar ewajiban terseb \ﬁtﬁbkan adanya sarana, seperti
&
mobil, alat pef; dan lain-lairf AQengan logika fath al

— Vv

N

htersebut, = status, sarana gt?asuk cara-cara yang
d@il dan alat penghitung termasuk

tetap sebagai sarana (wasilah)

zari ‘ah atau muq

3
digunakan terseblbrr?e

cara-cara yang digunakan
dan uslib, yang tetap mubah bah menjadi wajib, hanya karena

semata-mata dibutuhkan dal ewajiban untuk mengambil zakat.

Serupa dengan pendapat yang menyatakan, bahwa haji ke Tanah Suci
GTEBA-NEATCASSA R
hukum adanya pesawat untuk naik haji tersebut menjadi wajib, dengan alasan Ma
La Yatimmu al Wajib Illa Bihi Fa Huwa Wajib. Padahal, hukum pesawat sebagai
sarana tetap saja mubah, demikian juga hukum menaikinya untuk sampai ke Tanah

Suci. Cara mengambil kesimpulan seperti ini merupakan bentuk pengambilan
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dengan menggunakan logika fath al-zari‘ah atau mugaddimah, dan bukan Ma La

Yatimmu al Wajib Illa Bihi Fa Huwa Wajib.

Kaidah Ma La Yatimmu al Wajib Illa Bihi Fa Huwa Wajib adalah kaidah
yang telah disepakati oleh para ulama. Penggunaan kaidah ini juga telah
dirumuskan oleh para ulama usul, baik menyangkut kriteria maupun cakupannya,
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Karena itu, tidak dibenarkan
menggunakan kaidah ini keluar dari konteksnya sehingga hukum yang diturunkan

dari kaidah tersebut tidak _E)lsh\ ertang ‘rrg]grwgbkan, karena statusnya sebagai

/ N ’ 9/ * %
hukum syariat yang 7 i ti kaidah kulliy \téf@ut akan hilang.
')
~ 2 e
MQA Y

<4

Menjustifi ngklusi mantik meski kemudian sama hasilnya dengan

N\
2
| Wajib llla Bihi i]v Huswa W3j{hni juga tidak dibenarkan.
2

kaidah Ma La Yat%ns

1alnya, menyamakan kaidah Ma La

Yatimmu  al  Wajib Huwa  Wajib dengan fath al-

zart ‘ah atau muqgaddimah ter, j kan kesalahan.

STIBA MAKASSAR
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BAB III

AKTUALISASI KAIDAH FIKIH
Dalam mempelajari sesuatu, seseorang sebaiknya mengetahui arti penting,
kegunaan, dan kedudukan ilmu yang dipelajari. Oleh sebab itu, pada bab ini penulis
akan menguraikan arti penting kaidah fikih, kegunaan kaidah fikih, dan kedudukan
kaidah fikih dalam konteks studi fikih.

A. Urgensi Kaidah Fikih dalam Penetapan Hukum

Kaidah fikih merupakan bagian dari studi fikih. Bagi peminat hukum Islam,
—y
\

aitan n hukum Islam, yaitu Alquran dan

mempelajari seluruh hal/ an

%

Sunah sebagai sumb yang dlsepakath\\dralg, hukum Islam, ushul fikih

| G
dan kaidah-kaidah ﬁ‘kflgé‘ferupakan satu keharusanii&antara yang satu dengan
yang lainnya sah engkapl satu sama lain.

Menurut a&&r 7 dalam @l Furiig, b (a syariat mencakup dua

hal, yaitu usu/ dan furi’. Us gian:”’

a. Usul fikih yang memba ukum yang bersifat kebahasaan,
seperti perintah untuk me
b. Kaidah-kaidah fikih yan hukum-hukum furii” yang tidak

terbatas jumlahnya.

pentmg karena 1a merupakan bagian yang tlda terpisahkan dan stud1 hukum Islam

secara keseluruhan. Tanpa memahami kaidah-kaidah fikih, pemahaman seseorang

terhadap hukum Islam menjadi tidak komprehensif.>!

S0A1 Qarafi, al Furig (t. Cet; Beirut: alam al Kutub, t.th), h. 2.
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Kaidah-kaidah fikih dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi sumber dan
segi istinbat al ahkam. Dari segi sumber, kaidah fikih merupakan media bagi
peminat fikih Islam untuk memahami dan menguasai tujuan diturunkannya syariat
Islam, karena dengan mendalami beberapa nas, ulama dapat menemukan persoalan
mendasar dalam suatu persoalan. Adapun dari segi istinbat al ahkam, kaidah fikih
mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu,
kaidah fikih dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan
yang telah terjadi dan mungkin belum terjadi serta belum ada ketentuan atau

kepastian hukumnya.>

Dalam konte m Islam, *prakti <hukum dihadapkan kepada

ferdapat dalam berbag%a% fikih yang jumlahnya
sangat sulit menguasai isi\ b-kitab tersebut tanpa
membentuk 51mp1\¥a dapat mlin_p\ ’Jah dalam; ahaml dan penghapalan.
Maka kedudukan kaidah-k

berbagai pendapat

"\)
\

berjilid-jilid. Ten

nteks studl fikih adalah simpul
penyederhana dari masala ang begitu banyak. Al-Qaraft
mengatakan bahwa mempela fungsi sebagai pengikat persoalan-
persoalan furii’ yang berva an.”® Oleh sebab itu, Ahmad bin

Muhammad al-Zarqa berkata dala

ch 5 iigasl A Y\V.’.&JJ&\}J\ a.uﬁijl

~STIBA MAKASS

Kalau saja tidak ada kaidah fikih ini, hukum fi 1h yang ber31fat Sfuru’ akan
tetap bercerai-berai.

52Jaih Mubarak, Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002), h. 26-27.

3Al Qarafl, al Furiig (t. Cet; Beirut: alam al Kutub, t.th), h. 3.

S4Ahmad al Zarqa, Syarh al Qawa’id al Fighiyyah (Cet. I, Damaskus: Dar al Qalam,
1409 H/1989 M), h. 35.
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Dengan demikian, arti penting kaidah fikih dalam studi fikih adalah sebagai
simpul penyederhana atau pengikat masalah-masalah fikih yang bercabang-cabang,
sehingga dengan kaidah tersebut mempermudah bagi praktisi hukum dalam

menguasai masalah-masalah fikih yang begitu banyak.

Hasbi al-Shiddieqi menyatakan bahwa nilai seorang fakih (ahli hukum
Islam) diukur dengan dalam dan dangkalnya penguasaan terhadap kaidah-kaidah
fikih ini, karena di dalam kaidah-kaidah fikih terkandung rahasia dan hikmah-
hikmah fikih.*

) i S oy . . .
cabang-cabang masa}b}h\fg tu hanya dapat dik@iasai.dengan kaidah-kaidah fikih.
3 ‘s 2

aidah itu termasuk sebesaf é{r manfaat.>®

Maka menghapal k

patokan yang mencakup b
b. Kaidah membantu menja persoalan-persoalan yang banyak
diperdebatkan, karena k pelompokkan persoalan-persoalan
berdasarkan 'illat yang dikand
c. Mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi dan takhrij untuk
SHBAMAICASSAR
d. Mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti (memahami) bagian-

bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda serta

meringkasnya dalam satu topik tertentu.

SSHasbi al Shiddeqi, Filsafat Hukum Islam (t.Cet; Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 235.
S6¢Adi al Gubari, al Faraid al Bahiyyah (t.d)

STAIl Ahmad al Nadawi, a/ Qawa’id al Fighiyyah (Cet. III; Beirut: Dar al Qalam, 1420
H/2000 M), h. 105.
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e. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum
dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan
maslahat yang lebih besar.

f. Pengetahuan tentang kaidah merupakan kemestian karena kaidah mempermudah
cara memahami furii’ yang bermacam-macam.

Uraian di atas menunjukkan betapa besarnya manfaat kaidah-kaidah fikih
bagi orang yang menguasainya dalam istinbat hukum dan menerapkannya pada

berbagai kasus dengan cermat dan teliti sehingga ijtihadnya akan lebih dekat kepada

kebenaran. >"
B. Penerapan Kaid -FW asa Sekartng —.
\p
Kehidupan sa sekarang ini telah mé &1 kemajuan yang sangat

pesat dalam bida ‘u dan teknologi yang pada

kebutuhan hidup %13 menuhainya juga berkemb
-~

Perbankan adalah salah sa

ng bersamaan tuntutan
<
\engan beragam bentuk.

2
ajuan tersebut yang menawarkan

beragam transaksi yang me serdasarkan hukum Islam tentang

boleh tidaknya. Demikian pu ahan-permasalahan sosial ditengah
masyarakat yang muncul ak jumlah penduduk dan kebutuhan
dasar masyarakat. Oleh karena“itu penulis‘akan kemukakan berikut ini beberapa
masalah kontemporer sebagai gambaran kepada pembaca, bahwa kaidah-kaidah
“SEFBANANASIAR =
menjadi solusi bagi para pemerhati hukum Islam dalam memecahkan masalah-

masalah baru di tengah masyarakat yang tidak dijelaskan hukumnya secara eksplisit

dalam Alquran maupun Sunah.

1. Pembiayaan Letter of Credit (L/C)
Pembiayaan Letter of Credit (L/C), adalah pembiayaan yang diberikan dalam

rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Bentuk fasilitas itu pada
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bank Muamalat berupa pengambil-alihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak
lain (dalam hal ini diambil alih oleh Bank) atas dasar permintaan pihak yang
dijamin (Applicant/Pembeli/Nasabah Bank) untuk melakukan pembayaran kepada
pihak penerima jaminan (Beneficiary/Penjual) berdasarkan syarat dan kondisi yang

ditentukan dan disepakati.

Selain itu, LC juga merupakan fasilitas non dana, dimana Bank dalam hal
ini bertindak sebagai wakil dari pembeli, menggunakan akad Wakalah bil Ujrah
untuk pengurusan dokumen, sementara untuk pembayaran penyelesaian

transaksinya dapat mengg&m&}%\ dana

dengan

e
Mah(senmn maupun menggunakan

fasilitas pembiaya.
~p
sebelumnya (Piutang7 a’oahah Piutang Istisna, M [Kabah atau Musyarakah).>®

Keputusan atwa Dewan Syariah Nasional

Y
kebolehan LC 1m)@r> n ekspo menggun;
\ 4
sama. Adapun Kaidah-kaidahpFiki igunakan adalah:>

P

R

C_=a
\n

aspy) Al g )
Artinya:

Pada dasarnya segal boleh dilakukan kecuali ada dalil

yang mengharamka

STIBA MAKASSAR: =

Artinya:

Di mana terdapat kemaslahatan di sana ada terdapat hukum Allah.

8«produk dan Layanan, Letter of Credit” Situs Resmi PT Bank Muamalat,
https://www.bankmuamalat.co.id/trade-finance-corporate/letter-of-credit (11 Mei 2020)

SDewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Cet. 11,
Jakarta: t.p, 2003), h. 216-227.
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P

FIRERONVE At
Artinya:

Kesulitan dapat menarik kemudahan.

3yl Uik Jjj 3 hs
Artinya:

Keperluan dapat menduduki posisi darurat.
£l IS sy &
Artinya:

Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu
yang berlaku berdasarkan syara.

2. Jual beli Istisna’ Par, B

K '-

Istisna secara/ ? berartl talabu aZ~ ahvyaltu meminta dibuatkan

barang. Secara 1st11-alg‘ qaha mendeﬁmslkannya i akad yang dilakukan

—Vv

seseorang untuk uat baranE tertentu dalam taj ungan, maksudnya akad

3 ST 60
tersebut merupake}s‘:a membe ang akan dibuat oleh seseorang.

Berdasarkan pengerti bahwa akad ini tidak boleh jika

ditetapkan berdasarkan g¢i aidah umum, sebab akad ini
mengandung jual beli atas b

yang memasukkan akad ini

Ulama Hanafiyah membolehkan akad istisna” dengan dalil istihsan yang

ST B AN ARCAS S AR o

masa tanpa ada yang mengingkarinya sehingga menjadi ijma tanpa ada yang

80Wahbah al Zuhaili, al Figh al Islami wa Adillatuhu, Juz 5 (Cet. IV; Damaskus: Dar al
Fikr, t.th), h. 3642.

81Syarif Hidayatullah, Qawaid Fighiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan
Syariah Kontemporer (t.c; Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 162.
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menolaknya.®> Menggunakan konsep dalil seperti ini masuk dalam makna hadis

berikut:

63 d.b}w & s /°¢
Artinya:
Tidak akan bersepakat umatku dalam kesesatan.

Dan juga hadis maugiif dari ibnu Mas’ud:

Hops Al L 50 s O3l ol G
Artinya:
Apa yang dianggap balk leh kaum muyslimin maka dia adalah baik
menurut Allah. \ 67-’-

Dalam perk @Ma pelaku zstz'§ ‘jcaftu pembuat dapat membuat

e
akad istisna’ lagi J;Kg’ pembuat yang lain a%. yek yang sama dengan

sepengetahuan pe \tanpa menggantungkan akad

4
istisna’ kedua.® f% dlsebutlden an fltzsna Pa
<

Ada beberapa konse

" pertama dengan akad

slam menggunakan akad istisna’

paralel, diantaranya:

a. Bank Islam sebagai sani’ kontrak ma tetap merupakan satu-satunya

pihak yang bertanggung b terhad laksanaan kewajibannya. Istisna’

paralel atau subkontrak harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai

STIBA MAKASSAR

92Wahbah al Zuhaili, al Figh al Islami wa Adillatuhu, h. 3646, Juz 5.

93Yusuf bin Abdul al Bar, Jami'u Bayan al ‘Ilm wa Fadlih, Juz 1 (Cet. I; Saudi Arabia:
Dar Ibnu al Jauzi, 1414 H/1994 M), h. 756.

% Abu al Qasim al tabrani, al Mu’jam al Awsat, Juz 4 (t.c; Kairo: Dar al Haramain, t.th),
h. 58.

%Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Cet. 11;
Jakarta: t.p, 2003), h. 143.

%Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, h. 143.
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sani’ pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan,
kelalaian atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.

b. Sani’ pada istisna’ paralel bertanggung jawab terhadap bank Islam sebagai
mustasni’. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan
mustasni’ pada kontrak pertama. Bai’ istisna’ kedua merupakan kontrak paralel,
tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan
demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.

c. Bank sebagai sani’ bertanggung jawab kepada mustasni’ atas kesalahan

aix?tg_timbul darinya. Kewajiban inilah

pelaksanaan subkontrak d'{l‘x mlnan

-
yang membenarkan k€ sastisna’ el%ga menjadi dasar bahwa bank

-~
boleh memungut Kew l D gan kalau ada. c<Cn

~2

Artinya:

Pada dasarnya segala boleh dilakukan kecuali ada dalil
yang mengharamkann

.
Artinya:
Di mana terdapat kemaslahatan di sana ada terdapat hukum Allah.

STIBA MAKASSAR**

Kesuhtan dapat menarik kemudahan.

B3l dia Jis 36 ek
Artinya:
Keperluan dapat menduduki posisi darurat.

8"Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, h. 142.
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Kaidah Fikih yang lain, yang dapat dijadikan dasar penetapan kebolehan

istisnd’ paralel adalah:®®

‘>!’ gy ‘>1
Artinya:

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.

” ) ,\& 5 M‘
Artinya:

Orang-orang Islam berpegang kepada syarat-syarat yang mereka tetapkan.

. sipal s 55 3 i
Artinya: P
N A4 3w G S .
Keperluan me dapat mendud si darurat baik secara umum
maupun seca : 2N z.
<4

3. Pembiayaan Re ng Koran Syariah

kenlng Koran Syariah (VS) dilakukan dengan

a. Pembelian barang yang nasabah dan menjualnya secara
murabahah kepada nasaba

b. Menyewa (ijarah)/mengu jasa yang diperlukan oleh nasabah dan
menyewakannya lagi kepada
Terlaksananya transaksi ini diawali dengan akad murabahah dan atau akad

W STFABAC M B §8 A =

memberikan fasilitas pinjaman al qardh.

%Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, h. 173.

%Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, h. 185.
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Sedangkan pada Bank Muamalat, Pembiayaan Rekening Koran Syariah
dimaksudkan sebagai sebuah produk pembiayaan khusus modal kerja yang
ditujukan untuk meringankan usaha nasabah dalam mencairkan dan melunasi
pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Pembiayaan ini tidak
diperuntukkan kepada perorangan atau individu, melainkan kepada Badan usaha

yang memiliki legalitas di Indonesia.
Bank Muamalat menentukan fitur dari produk ini berupa:’®

a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad ‘rllyusyarakah dan skema revolving

AP

asr )Amemenuhi tambahan omset

penjualan dan me# ebutuhan bahan ba\a‘faju biaya-biaya overhead

c. Jangka waktu penlﬁ aan disesuaikan dengan sp ﬁl\asi modal kerja

\
b. Dapat digunakan u dk P ngkat

d. Plafond mulal 0 juta hingga Rp 20 miliar
e. Pencairan dan Ntm an dapa lg;.kal\ sewaktu- u melalui rekening giro.

Sedangkan persyarat yang menghendak1 mendapatkan

produk ini pada Bank muamz

a. Badan usaha dengan skal gah dan korporasi
b. Memiliki omset usaha > Rp 2,5 miliar setahun

c. Telah tercatat sebagai Nasabah rekening giro di Bank Muamalat

Tlmfa jonal t lahlmlg Sbo?sha]itoduk ni
meré\n a Fikih, yaitut!2

"Consumer & Retail Banking, Pembiayaan Modal Kerja Untuk Berbagai Usaha, Situs
Resmi PT Bank Muamalat, https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/pembiayaan-modal-kerja-
untuk-berbagai-usahal (14 Mei 2020)

"Consumer & Retail Banking, Pembiayaan Modal Kerja Untuk Berbagai Usaha, Situs
Resmi PT Bank Muamalat, https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/pembiayaan-modal-kerja-
untuk-berbagai-usahal (14 Mei 2020)

"2Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, h. 183.
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[

2230 Je s 3l Oy aspyr el 3 28
Artinya:

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil
yang mengharamkannya.

Joed L2 )
Artinya:

Kesulitan dapat menarik kemudahan.

WQJ.:A“ A.Sjw d}: :L; G—‘
Artinya:

Keperluan dapat menduduki posisi darurat.
_y

\

< o\°\
/ } \ ,J‘ %

Artinya: }'3\ S

Sesuatu yang u berdasarkan adat kebi sama dengan sesuatu yang

berlaku berdasarkan syariat. I‘\

< ,Ab Oty Al &y

4. Kasus Huku hinta Wataf iJ ajan Raya
P
Islam telah mengatu uslim éapat menolong orang lain
dengan hartanya, misalnya fak, sedekah, wakaf, dan hibah.

Walaupun istilahnya berbeda semuanya adalah untuk membantu

orang lain yang sedang an, khususnya sesama muslim.
Diantaranya dilakukan dala nan atau perbaikan tempat ibadah,

umat Islam tidak asing lagi dengan istilah wakaf atau perwakafan.”

STHB ArbAReASE AR

2677 dan surat Ali Imran ayat 927°. Selain itu, hadis pun banyak yang mendorong

"3berasal dari kata kerja bahasa Arab wagafa yang berarti menghentikan, berdiam di
tempat atau menahan sesuatu. Di dalam kepustakaan, sinonim wagf adalah habs. Keduanya kata
benda yang berasal dari kata kerja wagafa dan habasa, artinya menghentikan atau menahan. Lihat
Mansiir al Hambali, al Minah al syafiyat Bisyarhi Mufradat al Imam Ahmad, Juz 2 (Cet. I; Saudi
Arabia: Dar al Kaniiz Isybaliya, 1427 H/2006 M), h. 515.

"4Departemen Agama R1, al-Qur’an terjemahan (Cet. 1; Bandung: Syamil Alquran 2012),
h.45.

"“Departemen Agama R, al-Qur’an terjemahan, h. 62.
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manusia berbuat baik dengan menyedekahkan hartanya. Menurut hadis yang
diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah, seorang manusia yang meninggal dunia
akan terhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali pahala tiga amalan, yaitu
(1) sedekah jariyah, (2) ilmu yang bermanfaat, dan (3) doa anak yang salih terhadap
orangtuanya.’® Para ahli fikih sependapat bahwa yang dimaksud sedekah jariyah
dalam hadis itu adalah pahala wakaf yang diberikan di kala masih hidup. Praktik

seperti ini sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

Praktik wakaf yang ada di masyarakat sekarang ini, sebagiannya terlihat

berbeda dengan praktik YX% i awal- yvzl-lslam dimana orang yang ingin

% b

berwakaf menyerahk artanya untuk kngan Islam dengan cara-cara

t

tertentu yang telah dsl } leh Islam. Sedangkan pa%& 1 segelintir umat Islam

guna pembangun u perbaikan sarana tempa afdah melakukan praktik

meminta wakaf cks]al raya. FEdahal lean raya stlnya bukanlah tempat

meminta wakaf, melainkan ¢ u-lintas yang digunakan oleh setiap

orang untuk kenyamanan ari-hari. Maka, tampak adanya

pertentangan antara praktik i jalan raya dengan kenyamanan

berlalu lintas di jalan raya. [ aknya masyarakat terbagi menjadi

dua kelompok, yaitu kelompo gju dan tidak setuju dengan praktik

meminta wakaf di jalan raya.

Sl bsordvolhedrohty s b svs e

panitia pembangunan atau perbaikan rumah ibadah bermacam-macam, ada yang

setuju dan ada pula yang tidak setuju sebagai berikut:”’

76 Abu Bakar al Naisabiiri, Sahih Ibnu Khuzaimah, Juz 2 (Cet. I11; t.t. al Maktab al Islami,
1424 H/2003 M), h. 1195

77 Abnan Pancasilawati, “Urgensi Kaidah Fikih Dan Aplikasinya Terhadap Masalah-
Masalah Sosial”, Makalah (Samarinda: STAIN Samarinda, t.th), h. 147.
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a. Masyarakat yang setuju mengemukakan alasan:

1) Pembangunan atau perbaikan rumah ibadah menjadi ringan, karena
dilaksanakan dengan gotong-royong yang melibatkan semua masyarakat
muslim yang lewat di jalan raya.

2) Kesempatan untuk beramal jariyah menjadi terbuka, tidak hanya bagi
masyarakat setempat tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan.

3) Mengingat fungsi rumah ibadah bisa digunakan oleh siapa saja, maka
pembangunannya menjadi tanggung jawab oleh seluruh kaum muslimin.

4) Proses pembangunan a&g&:erhalka ah ibadah menjadi tepat dan cepat

sesuai rencana. / \.

b. Masyarakat yang
~2

1) Meminta wa

2) Meminta di jalan laya dapat menimb kf bahaya bagi pengguna
jalan. <

3) Wakaf yang diterima ikan oleh orang Islam, tetapi oleh

semua orang yang le ak terkecuali nonmuslim.
4) Wakaf yang diberika na yang tidak jelas asal-usulnya.
5) Mencerminkan kele

6) Melegalkan meminta-minta, padahal meminta-minta itu tercela.

MIRIBaHSeber atang pIU syara ik meminta
wa\&i MA uamalah

dan termasuk persoalan prioritas atau mana yang lebih diutamakan.

Untuk menyelesaikannya, penulis menggunakan kaidah-kaidah sebagai

berikut:
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Magd oo s 3 9, ey ik 3 g

I

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dengan demikian, karena tidak ada nas yang melarang atau mengharamkan

praktik meminta wakaf di jalan raya, maka berdasarkan hukum asalnya kegiatan

tersebut adalah boleh dilaksanakan.

Namun, pada sisi lain sebagaimana telah dikemukankan bahwa praktik

meminta wakaf di jalan raya bertentangan dengan kenyamanan berlalu lintas di

—
\
jalan raya. Maka, haruslah&d@&kan kai zimng )lzerhubungan dengan prioritas,
L . %

/ 9/ *e ~—_
. <
misalnya: /}\ S)7 % -
JURS O 2.
0 \% AN HPA N EEAN]
\ D el =)

2
N Sl i R v
Artinya: =
Memilih yang lebih
Kaidah lain berbunyi
Waliall s e 23 LG 43
Artinya:

Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kebaikan.

kepada piltha a lak ke a i 1 , maka yang

harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Sebab, dengan menolak

8Abili “‘Umar Dubyan, al Mu'amalat al Maliyyah Asalah wa Mu’asirah, Juz X111 (Cet. II;
Riyad: Maktabah al Malik al Fahd al Wataniyah, 1432 H), h. 112.

Abu al Wafa’, al Wadih fi Usil al Figh, Juz III (Cet. I; Beirut: Muassasasah al Risalah.
1420 H/ 1999 M), h. 191.

80Tbrahim bin Miisa al Basyatl, al Muwafaqat, Juz 3 (Cet. I; t.t. Dar Ibnu ‘Affan, 1417
H/1997 H), h. 465.
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kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam,

ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat.®!

Masyarakat yang melakukan praktik meminta wakaf di jalan raya
menganggap bahwa praktik yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bagi
mereka. Sebab, dengan praktik tersebut mereka dapat menyelesaikan pembangunan
masjid dengan cepat sehingga dapat segera digunakan untuk ibadah. Oleh sebab itu,
jika praktik tersebut dilarang, maka tidak tercapailah kemaslahatan yang mereka
inginkan, yang berarti juga mafsadah bagi mereka. Berbeda dengan mereka,

—y .
masyarakat yang tidak mgngk prakti mbl}t menganggap praktik tersebut

»
dapat mendatangkan W n, baik bagt‘ A
>

juga para pemakal ] a tersebut. Sedangkan d aﬁ\ melarang praktik tersebut

lakukan praktik itu sendiri

t

mendatangkan ke atan bagi semua orang.

Dalam haN‘@ lak ken‘Lfsg g.(a,J tersebut, @a‘t terjadi pertentangan

kembali antara apakah me mililmafsadaheyang ¢ ditimbulkan akibat pembolehan

ataukah memilih mafsadah kibat pelarangan praktik meminta

wakaf di jalan raya? Untuk 1 aidah di bawabh ini:

el Ll LS5y
Artinya:

Melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya di antara dua mudarat.

STIBA MAKASSAR: s

Artinya:
Bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan.

81 Abnan Pancasilawati, “Urgensi Kaidah Fikih Dan Aplikasinya Terhadap Masalah-
Masalah Sosial”, Makalah (Samarinda: STAIN Samarinda, t.th), h. 148.

82 Abdullah al Syinqiti, Nasyru al Bunid ‘Ala Maraqi al Su’iid, Juz 1 (t.cet; Maroko:
Matba’ah Fudalah, t.th.), h. 183.

83Muhammad Sidqt ali Burni, al Wajiz fi Idahi Qawa’id al Figh al Kulliyyah (Cet. IV;
Beirut: Muassasah al Risalah, 1416 H/1996 H), h. 260.
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Berdasarkan kaidah-kaidah di atas, maka diharuskan untuk memilih resiko
kerusakan yang lebih ringan atau kecil di antara resiko-resiko kerusakan akibat

pembolehan dan pelarangan meminta wakaf di jalan raya.

Seperti halnya membuat peraturan lalu lintas itu memudaratkan karena
membatasi kebebasan seseorang dalam melakukan perjalanan. Akan tetapi,
membiarkan manusia tanpa pengaturan lalu lintas lebih mudarat lagi. Sebab bisa
menimbulkan ketidaktertiban, menimbulkan korban harta, jiwa, dan lain
sebagainya.

A

Demikian pula halny lengan
%\‘ ’ M\ .
mudaratnya tentu leb]];llh annya. Sebab, praktik tersebut
R

o\

_
i mgminta wakaf di jalan raya,
)

t
‘e
etimbang memb

| ‘G 2
memang dirasa san.gg‘: ‘Engganggu kenyamanan '&{ﬂ di jalan raya, bahkan

dapat menimbulka acetan, sampai kecelakaan dapat membawa kepada

. N g . ;
kematian. Te:rleb@> gl pa alan yah : enderung masyarakat

mengemudikan kendaraan

tinggi, misalnya lalu-lintas antar
wilayah. Di samping itu, bia takkan drum atau kursi di tengah-
tengah jalan, sehingga pe leluasa dalam mengemudikan
kendaraannya. Selain itu, ma masyarakat majemuk yang terdiri
atas berbagai penganut agama yang berbeda, tentunya praktik seperti itu sangat

merugikan bagi mereka yang tidak seiman dan dapat merendahkan citra umat Islam
antyobead (3 AM A TCASSAR

5. Kasus Hukum Penggusuran Tanah Wakaf untuk Kepentingan Publik
Imam Syafi“i berpendapat tidak boleh menjual masjid secara mutlak,
sekalipun masjid itu roboh. Al-Syairazi dalam al-Muhadzab memberikan alasan

bahwa masjid masih dapat ditempati sholat walaupun dalam keadaan roboh.®*

84Al Syairazi, al Muhazzab fi Fighu al Imam al Syafi’i, juz 11 (Cet. I; Beirut: Dar al Kutub
al ‘Alamiyah, 1416 H/1995 M), h. 331.
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Tentang bolehkah bagi Nadzir tanah wakaf untuk masjid ditukarkan dengan tanah
yang lebih banyak manfaatnya? Nahdhatul Ulama (NU) menjawab, “haram
menukarkan tanah wakaf, menurut mazhab Syafi“i, dan boleh menurut mazhab
Hanafi asal dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya. Adapun menurut NU

(pengikut mazhab Syafii) adalah tidak boleh mengganti barang wakaf.”%

Menurut Abu Zahrah, Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa
menjual masjid itu diperbolehkan bila masjid tersebut tidak sesuai lagi dengan

tujuan pokok perwakafan, seperti masjid yang sudah tidak dapat menampung

perti ini masjid boleh dijual

~p

'%gang lain. %

e

idahan masjid dari satu

2
tanah ke tanah y%qgi in karenl,ada;;al maslahat” %ﬂikan). Bahkan apabila

\____ 4
diperbolehkan menggantika ji n yang bukan masjid karena suatu

maslahat, sehingga masjid aka hal itu disebabkan bolehnya

mengganti objek lain yang le k. Yang demikian juga merupakan
qiyas terhadap pendapat Ah tian hadiah dengan yang lebih baik
daripadanya. Ahmad menggariskan bahwa masjid yang bercokol di suatu tanah
apabila mereka mengangkatnya dan membangun pengairan di bawahnya, sedang

hal itupun dapat dilakukannya.®’

8Tim Penyusun, Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam,
Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999) (Cet. 1I; Surabaya:
Lajnah Ta’lif wan Nasyr NU dan Diantama, 2005), h. 202.

86 Abu Zahrah, Muhddarat fi al Waqfi (Cet. 1I; Kairo: Dar al Fikr al Gazali, 1391 H/1971
M), h. 158.

87 Abu Zahrah, Muhadarat fi al Wagqfi, h. 158.
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Menurut PP No. 28 Tahun 1977 Bab. IV bagian Pertama, Pasal 11 ayat 2,
sebenarnya memberikan legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf setelah
terlebih dahulu meminta izin dari Menteri Agama RI dengan dua alasan, yaitu:
karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum, Secara
substansial, benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk
kepentingan umum dengan jalan tukar-menukar. Keberadaan pasal tersebut
merupakan upaya pembaharuan paham yang sejak awal diyakini oleh mayoritas

ulama dan masyarakat Indonesia yang mengikuti pendapat Imam Syafi“i bahwa

)

¢ Cs o
sekalipun seperti membatigun i

benda-benda wakaf tidak bolel Kutak-a‘[i ,~walaupun demi kepentingan manfaat
N
id dari

wakaf yang sudah roboh.3®
~—_. &

—)
(o5 )7 e
Menurut 11»zi3 :Pancasilawati, pandan n mazhab Hambali yang
N

-

memperbolehkan gg‘ﬁlan atau penggantian harta yang kurang dirasakan

2
lagi manfaatnya de\\t\g esuatu ylng sangat bermanfa <&alagi untuk kepentingan
- 2

umum sangatlah relevan ‘de pemerintah yang ingin memajukan

pembangunan di segala bida ran rakyat. Namun, tidaklah dapat

dengan mudah pemerintah ran terhadap tanah wakaf, karena

di sana ada Nazir wakaf yang ara dan mengelola harta wakaf.®

Kaidah fikih menyebutkan:

«STIBA MAKASSAR™™

Wilayah khusus lebih kuat daripada wilayah umum.

8Depag RI, Undang Undang Republik Indonesia tentang Wakaf (Cet. 11; Jakarta: Dirjen
BIPH, 2005), h. 20.

8 Abnan Pancasilawati, “Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-
Masalah Sosial”, Fenomena 4, no. 2 (2012): h, 151.

%Jalaluddin Abdu al Rahman Al Suyiiti, A/ Asybdh wa al Nazair, Juz 1 (Cet. I; Lebanon:
Dar al Kutub al ‘Alamiyyah), h. 232.
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Dalam hal ini, wilayah khusus adalah dimiliki oleh Nazir wakaf yang
berdasarkan peraturan perundangan bertugas memelihara dan mengelola tanah
wakaf. Dengan demikian pemerintah tidak bisa dengan seenaknya ingin menguasai

tanah wakaf tanpa kesepakatan dari Nazir wakaf tersebut.

Selain itu, Pemerintah juga harus mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004.

Pasal 22 menyebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:*!

a. Sarana dan kegiatan ibadah

b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kes‘egfltan

\
c. Bantuan kepada fakir s\‘ \‘9 ak terl ’y&filg‘l piatu, beasiswa
/4 *

e
d. Kemajuan dan pe7Lﬁg A ekonomi umat X
S
e. Kemajuan kese;j faan umum lainnya yang tldiﬁentangan dengan syariah
Al
dan peraturan p\ﬁu ang-undangan.

Di dalam Rajdafifikih diselm@J 3
————

Y asi Ju b\ RERNISIPAN

Artinya:

Seseorang tidak bole
yang dibenarkan syar

Adapun mengenai ga hendaknya memberikan ganti rugi

yang selayaknya terhadap masyarakat setempat yang diambil tanah wakafnya.
“STIBA NMAKASSAR -
tetap proporsional dan manusiawi, sembari tetap melakukan negosiasi dengan

prinsip-prinsip kesepakatan dan musyawarah. Meskipun sudah jelas bahwa proyek

"Depag Rl, Undang Undang Republik Indonesia tentang Wakaf , h. 20.

92Muhammad Mustafa al Zuhaili, al Qawa’id al Fighiyyah wa Tatbigiha fi al Mazahib al
Arba’ah, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dar al Fikr, 1427 H/2006 M), h. 559.
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yang hendak dilaksanakan adalah demi kepentingan umum, akan tetapi tetap

diperlukan musyawarah untuk menetapkan harga ganti rugi.

Artinya jika ganti rugi yang diberikan itu sudah layak dan sesuai
sebagaimana yang biasa terjadi dalam jual beli tanah di masyarakat, maka telah

terpenuhilah kelayakan jumlah ganti rugi tersebut.

Sangat penting bagi kedua belah pihak untuk bermusyawarah mengenai
jumlah ganti rugi sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang baik. Sebab,

keridhaan pihak Nazir wakaf yang me‘vz’a}kili masyarakat setempat dalam

disepakati merupakafgsy
S Kl
: BNER 2
fikih yang berbunyi:J .
o\ R ﬁ
\ . gi\isu,;\ o) 238 3 oY)
Artinya: L\f—J 2
Hukum asal dalam trar jhaan kedua belah pihak yang
berakad.

Dari uraian di atas, ac rlu dipastikan dalam penggusuran

tanah rakyat, Pertama, ape emang dibutuhkan untuk proyek
pemerintah yang manfaatnya umum. Kedua, apakah telah ada
kesepakatan harga antara pemilik tanah dengan pelaksana proyek. Jika kedua syarat
ini gff‘fbln K ti ad elmgig%nﬁun untuk
menggusur tanaBmlli rakyat, dan pada saat yang sama, rakyat wajib

mempertahankan dengan cara apapun, sekalipun harus mengorbankan jiwa.

%*Muhammad Mustafa al Zuhaili, al Qawa’id al Fighiyyah wa Tatbigiha fi al Mazahib al
Arba’ah, Juz 11, h. 818.
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BAB IV
AKTUALISASI KAIDAH FIKIH “MA LA YATIMMU AL-WAJIB ILLA
BIHI FA HUWA WAJIB” PADA MASALAH KONTEMPORER
A. Penggunaan Garis Lurus di Masjid Untuk Meluruskan Shaf
1. Perintah Untuk Meluruskan Shaf
Jumhur atau mayoritas ulama berpandangan bahwa hukum meluruskan shaf

adalah sunah. Sedangkan Ibnu Hazm, Bukhari, Ibnu Taimiyah dan Asy Syaukani

menganggap meluruskan shaf, alangan yang mewajibkan adalah
berdasarkan riwayat A )épkata bahwa Rasulullah saw
bersabda
;:MJ
Artinya:
Hendaknya kalian m n atau Allah akan membuat wajah
kalian berselisih.

al Nawawi dalam ahwa Tidak lurusnya shaf akan

menimbulkan permusuhan d membuat hati kalian berselisih.”®

Muhammad bin Salih al Usaimin mengatakan:

STIBA MAKASSAR

OJJ\ J.Lw‘ g L;f"}“j ¢ dJ..J‘ GLG\ L? JL,U }/\:x,\\
Artinya:

%*Muslim al Naisabiiri, al Musnad al Sahih al Mukhtasar, Juz I (t.Cet; Beirut: Dar Ihya al
Turas al ‘Arabi, t.th.), h. 324.

95 Al Nawawi, al Minhdj Syarh Sahih Muslim bin al Hajjaj, Juz IV (Cet.II; Beirut: Dar
Thya al Turas al ‘Arabi, 1392 H), h. 157.

%al Usaimin, Syarh al Mumti’ ‘ala Zadi al Mustagni’, Juz 111 (Cet. I; t.t.p.: Dar Ibn al
Jauzi, 1422 H), h. 10.
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Yang menjadi patokan meluruskan shaf adalah pundak untuk bagian atas
badan dan mata kaki untuk bagian bawah badan.

Dalam kesempatan lain, beliau menjelaskan:

Lifal) 50 jL;\rw\y\uMw;wjmrJ\ /*“L;.cmjé,ummj

/;Wsj; ’=3¢5¢;Jté.6uwwm¢w dew Jo o 4 S i |
Tl ods 13 g D58 01Ty L LR 4 Jumﬁy@és&i;j;jc

°

‘%

*c:;*w,huafmjwf\wwaww; 5 a0y « Catall Bl $344
LRGN EAN
Artinya:

Ini tidak diragukan lagi ‘merupaka ;a‘acaman keras bagi orang yang tidak
meluruskan shaf; agian ulama mengatakan bahwa
meluruskan s erdalil dengan perintah Nabi
Shallallahu’ :‘;u i i Da’nbehau mengancam orang
yang menyelisi l’yang diperintahkan dan

:perintah ini. Maka pe

diancam pe ya ketika meninggalkanny dak mungkin dikatakan
hukumnya saja. Oleh karena itu pendapat yang rajih dalam masalah
iniradalah meluruskan shaf h kumnya y 2Dan jama’ah yang tidak
melurusk sh mereka berdosa. [ni adalah p at yang dikuatkan oleh
Syalkhul Ista u Ta1 <

Perintah untuk melurusk kan dalam hadis lain yang

diriwayatkan oleh Anas bin h saw. bersabda:

oG e Cafall By SQ(&WW
Artinya:

Dalam riwayat Bukhari dengan lafaz,

97971 Usaimin, Syarh al Mumti’ ‘ala Zadi al Mustagni’, Juz I11, h. 10.
Muslim al Naisabiir1, al Musnad al Sahih al Mukhtasar, Juz 1, h. 324.

53



54

Artinya:

Luruskanlah shaf karena lurusnya shaf merupakan bagian dari
ditegakkannya shalat.”’

2. Fatwa Ulama Tentang Garis Shaf

Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (al Lajnah Al Daimah) ditanya, “Apa
hukum menaruh garis di atas alas atau sajadah di masjid. Dikarenakan kiblat sedikit
melenceng dengan maksud untuk mengatur shaf?” Jawaban para ulama Lajnah,

“Hal itu tidaklah masalah. Kalau mereka shalat tanpa garis juga tidak mengapa.

\ )
Karena sedikit miring t ak&}ﬂ%%salah.”
2 : F‘ Y

Ewién)i ditandatangani oleh: ‘Abdul
Aziz bin Baz dan ‘Ay;dg " QEAfifil® =
SN 2

i
€ VDA
=
—o
Muhammad bi . ih al ‘Usaimin berkata, “BB\eﬁﬂdalah beribadah kepada

2

2
Allah swt. tanpa %ﬁl n. Dari sini, maka perkara i, ibadah tidaklah disebut
- S— 2

bid’ah. Bahkan perkara ba nia dilihat apakah termasuk halal

atau haram, bukan disebut b d’ah menurut istilah syar’i adalah
seseorang beribadah kepada ; a tuntunan. Inilah yang dinamakan
bid’ah dari sisi agama. Semg n masalah dunia, sesungguhnya ia
meskipun dinamakan bid’ah menurut bahasa Arab, namun bukan bid’ah yang
“STHBA NAICASSA R ==

pengharaman atau penghalalan, tidak juga wajib atau sunnah kecuali ada dalil-dalil

agama akan hal itu.

%al Bukhari, Sahih al Bukhari, Juz I (Cet. I; t.t.p.: Dar tiiqa al Najah, 1422 H), h. 145.
193] Lajnah al Daimah, Fatawd al Lajnah al Daimah, Juz VI (t. Cet; Riyad: Departemen

Riset dan Fatwa, t.th), h. 320
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Dari sini, sesuatu yang baru pada masa kini sebagai wasilah untuk mendekatkan
dalam merealisasikan ibadah kita, tidak dikatakan ia adalah bid’ah meskipun
dahulu belum ada. Di antaranya adalah pengeras suara. Pengeras suara dahulu
belum ada di masa Nabi saw., akan tetapi baru muncul akhir-akhir ini. Karena ada
kemaslahatan agama di balik itu, yaitu untuk menyampaikan shalat imam, bacaan
imam dan khutbahnya kepada orang. Begitu juga pengeras suara sangat manfaat
dalam perkumpulan pengajian, ada kebaikan dan kemaslahatan untuk kita. Ini
adalah suatu kebaikan. Sehingga pembelia nya untuk masjid dengan tujuan seperti

v\ CCs -
ini termasuk perkara ya é@y kan ya lakunya akan diberi pahala.
7“/ o o
o -~ ~p

<
Termasuk pula a»s b terjadi pada akhir-akhitini gnasjid kita ada garis shaf
N

-

o\
untuk meluruskan Meskipun ini baru, akan tetapt

N\
yang dianjurkan. N@% al itu diL;thb,dln dan did
\ 4
Tidak dapat dipungkiri lagi b

<gai sarana untuk urusan

an untuk suatu maksud.

am sangat menjaga kelurusan shaf

dan kesulitan meluruskanny. garis-garis ini. Dahulu para imam

kesulitan, kalau seseorang d it maju, imam akan menyuruhnya
untuk sedikit mundur. K rlalu ke belakang, imam akan
menyuruhnya untuk maju  sehingga terasa sangat melelahkan. Sekarang

~STFHBAAMAKASS AR

dengan garis, paskan ditengah, sehingga dapat konsisten dalam meluruskan shaf.”
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Ini adalah bid ah secara bahasa karena baru dimunculkan. Akan tetapi bukan bid’ah

dari sisi agama karena garis shaf adalah wasilah untuk lurusnya shaf.!'!

3. Masalah Garis Shaf
Hukum asal dari penggunaan garis shaf adalah boleh bahkan wajib pada kondisi
tertentu, alasannya adalah hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh sahabat

Anas bin Malik ra., bahwa Nabi saw. bersabda:

Artinya:

Luruskanla n
Lantas sal
temannya,

Inilah usaha yang d11 guna meluruskan shaf. Hal ini bisa

digiyaskan (dianalogikan) de skan shaf menggunakan garis shaf.

Selain itu garis shaf hanyal ra), bukan tujuan. Dalam masalah
wasilah ada kelonggaran. Maka sah-sah saja kita merekam khutbah atau kajian, juga

mencetak berbagai kitab walau tidak ada dalil khusus Sang mendasari hal ini.

AR

Kaidah Fikih mengatakan:

19"Muhammad Shalih al Munajjid, “Menggunakan Garis di Masjid untuk Meluruskan
Shaf”, Official Website of Muhammad Shalih al Munajjid,
https://islamqa.info/ar/answers/93615/<s siuall-&; guiil- dnssall- 8o slad-xiia 5 (02 Juni 2020).

10231 Bukhari, Sahih al Bukhari, Juz 1, h. 146.
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PE

=l 564 Y
Artinya:

bahwasanya apa saja tanpanya suatu kewajiban sukar terpenuhi maka

sesuatu tersebut juga menjadi wajib.

Sebagaimana telah dijelaskan tentang hukum meluruskan shaf, bahwa ia
wajib menurut Ibnu Hazm, Bukhari, Ibnu Taimiyah dan Asy Syaukani, serta
ancaman yang jelas disebutkan dalam hadis riwayat al Nu’man bin Basyir ra., akan

terjadinya perselisihan bagi yang tidak meluruskan shaf menjadi dalil yang

*

yang menjadi wasﬂa7 Mnya kewajlban Wut‘men] adi wajib pula.
O 2

3

_
menguatkan bahwa hukum;ﬂﬁ‘l%skan sh fmap Wajib sehingga segala sesuatu
\

Pengguna lurus pada shaf masjid yan g adalah wasilah untuk

lurusnya shaf dan§ membartu imam ]etlka hend@eluruskan shaf sehingga
2

keberadaannya menjadi wajib bagt masjid dengan kondisi yang miring.

Kaidah fikih mengata

104, Gl 282 @ e
Artinya:

Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuan perbuatan
tersebut.

STIBA MAKASSAR

Abdul Hasan dalam kitabnya menjelaskan makna wasilah atau perantara

dalam kaidah ini, yaitu:

193Muhammad Sidqt Ali Burnil, al Wajiz fi Idahi Qawa’id al Figh al Kulliyyah (Cet. TV;
Beirut: Muassasah al Risalah, 1416 H/1996 M), h. 393.

194 Abdul Hasan, Syarh al Qawd’id al Sa’diyyah (Cet. I; Riyadh: Dar Atlas al Khadra’,
1422 H/2001 M), h. 39.
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Artinya:

Segala jalan atau cara yang ditempuh menuju perwujudan suatu perkara
tertentu, dan faktor-faktor yang mengantarkan kepadanya. Wasilah
bukanlah sebuah tujuan, akan tetapi ia hanyalah sebuah jalan untuk sampai
kepada tujuan tertentu. Maka bagi kita, wasilah tergantung dari tujuan.
Maka apabila suatu tujuan hukumnya wajib, maka wasilah yang digunakan
untuk tujuan tersebut hukumnya juga wajib, begitupun jika maksud atau
tujuan tersebut haram ah, mu an makruh. Sungguh syariat telah
e

mewajibkan berbagat lah atan sarana untuk mencapai sesuatu yang
hukumnya wajib ak yang tidaki'sempurna sesuatu yang wajib kecuali
dengannya, \171 nya pun adala i

2 \

N &
1. Kewajiban MentaatisliliialAmrismmmy

Allah swt. berfirman dal

Terjemahnya:

SEIBANEAKASS AR
at tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul
(sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.

195 Abdul Hasan, Syarh al Qawa’id al Sa’divyah, h. 39.

196K ementrian Agama RI, al-Qur’an terjemahan (Cet. I; Bandung: Syamil Alquran
2012), h. 87.
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Ayat ini berisi perintah untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya serta UlT al

Amri kita. Lalu apa yang dimaksud Ulf al Amri dalam ayat di atas?

Ult al Amri dalam ayat di atas adalah para pemimpin kaum muslimin dari
kalangan pemerintah, hakim dan ulama. Hal itu dikarenakan, urusan manusia baik
agama maupun dunia tidak akan baik kecuali dengan tunduk dan menaati mereka

sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sambil berharap pahala dari sisi-Nya.

Namun dengan catatan keteﬁc%\ersebut bu Ean]ah dalam perkara maksiat pada
* \‘l

Allah. Kalau mereka/ tah pada maksiat; g ka tidaklah ada ketaatan pada
< ] s W 2,
makhluk dalam be  pada Allah.1"" A

\\\
Dalam ay\ter but, ketftan kepjda Uli al ,@ tidak disebutkan ulang

sebagaimana ketaatan kepada;Adlah.dan.Rasul-Nya. Hal itu, karena ketaatan kepada

Ult al Amri dengan syarat, i ti emerintahkan maksiat. Rasulullah saw.
bersabda:
108../ \L (y/ - - D/GL’ 0% of u ’v““/ 4. \L-S‘/ s 05 ‘
5 o P I T A e VL
Artinya:

STEB A MALCASS AR 1o

diperintah dalam maksiat, maka tidak ada kepatuhan dan ketaatan.

197 Abdurrahman al Sa’di, Taysir al Karim al Rahman fi Tafsir Kalam al Mannan (Cet. I;
Riyadh: Muassasah al Risalah, 1420 H/2000 M)
1083] Bukhari, Sahih al Bukhart, Juz IV, h. 49.
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2. Fatwa Ulama tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
Selanjutnya penulis sajikan beberapa fatwa ulama besar abad ke 20 tentang

pemilihan umum:

1) Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi
Wajib bagi setiap muslim di berbagai negeri yang berhukum dengan selain
hukum Islam, agar mereka mencurahkan usaha mereka semampunya untuk

berhukum dengan syariat Islam. Oleh karena itu, hendaklah mereka saling bahu

1 akan menegakkan syariat Islam.

¢ Cs o

enolak “pen n Jukum Islam, hal ini tidak

K

”
Adapun menolong paﬂéi:’\.a#)
mﬁ!;\ S -~ . T
diperbolehkan, ba 133 akunya menjadi kafir. (—Sg-fé
—_
a N\
2

gwrdasarkan firman Allah
\
o

membahu dan menolong partai \Xang dik
)

)

\
:49-50.

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa
yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.

Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak
SeEHLANMEAK AN SR o
damu: eka berpali n Allah),

maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan
menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa
mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang
fasik. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum)

siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang
yakin?.
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Oleh karena itu, ketika Allah telah menyatakan bahwa orang yang
berhukum dengan selain hukum Islam adalah kafir, maka Allah memperingatkan
agar kita tidak menolong mereka atau menjadikan mereka sebagai wali (penolong).
Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa jika memang
mereka beriman dengan sebenar-benarnya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-
Maidah/5:57.

S BN i gt 280 W3 D ie s VT 0

el ) A0 g sl g 280

\

{ \\\ <

Terjemahnya: ANY B"/ “_»

Yy S~ o
Hai orang-orang’, yang beriman, jan ah’ s kamu mengambil jadi
. N <4 . s .

pemlmplnrm@ g-orang yang membuat a u jadi bahan ejekan dan
permainang(yaitu) di antara orang-orang yang & iberi kitab sebelummu,

dan oranglordilg yang kafir (orang-orang yrik). Dan bertakwalah
kepada A@ij‘i ca kamu bllili-betul rang-ora@ng beriman.

\ 4
2) Muhammad Sali
Memberikan suara ¢ alah masalah yang berbeda-beda
tergantung dari waktu, temp [asalah ini tidak bisa dipukul rata
untuk setiap keadaan.

apa keadaan tidak dibolehkan memberikan sua erti ketika
tida&ﬁMeMAimg AK@M ketika
kaum muslimin memberi suara atau tidak, maka sama saja, begitu pula ketika
hampir sama dalam perolehan suara yaitu sama-sama mendukung kesesatan. Begitu
pula memberikan suara bisa jadi dibolehkan karena menimbang adanya maslahat

atau mengecilkan adanya kerusakan seperti ketika calon yang dipilih kesemuanya

non muslim, namun salah satunya lebih sedikit permusuhannya dengan kaumm
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muslimin. Atau karena suara kaum muslimin begitu berpengaruh dalam pemilihan,
maka keadaan seperti itu tidaklah masalah dalam pemberian suara.

Ringkasnya, masalah ini adalah masalah ijtihadiyah yang dibangun di atas
kaedah menimbang maslahat dan mafsadat. Sehingga masalah ini sebaiknya
dikembalikan pada para ulama yang lebih berilmu dengan menimbang-menimbang
kaedah tersebut.'”

3) Muhammad Nasiruddin al al Bani

y 47-
tpamdan dukungan yang diberikan

tenta

Fatwa beliau berikut ini adalah lan J‘lﬁltan dari jawaban beliau terhadap
N
pertanyaan dari partai F \

untuk kegiatan pemlﬁ \2 s,
<4
Sekarang i '\ mi tidak menganjurkan &p\m saudara kita sesama

parlemen yang lurus hatinya acam itu, para anggota parlemen
sedikitpun tidak pernah ma g-undang yang berlawanan dengan
Islam. Fakta itu telah terbukti di beberapa negara yang menyatakan Islam sebagai
“STIBA MAKASSAR

Jika berbenturan dengan tuntutan zaman maka beberapa hukum yang
bertentangan dengan Islam sengaja disahkan oleh parlemen dengan dalih belum tiba

waktu untuk melakukan perubahan! Itulah realita yang kami lihat di sejumlah

19Muhammad Shalih al Munajjid, “Memilih Pemimpin Yang Paling Sedikit
Keburukannya”, Official Website of Muhammad Shalih al Munajjid,
https://islamqa.info/ar/answers/3062/-aawusall- -1 shad- aua ) pd-cad V- USHL aalsall-Cy sl 5 sa-a
i siall A 4l (04 Juni 2020).
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negara. Para anggota parlemen mulai menanggalkan ciri dan identitas
keislamannya. Mereka lebih senang berpenampilan ala barat supaya tidak canggung
dengan anggota-anggota parlemen lainnya. Orang ini masuk parlemen dengan
tujuan memperbaiki orang lain, tapi malahan ia sendiri yang rusak. Hujan itu pada
awalnya rintik-rintik kemudian berubah menjadi hujan lebat.

Oleh karena itu, kami tidak menyarankan siapapun untuk mencalonkan
dirinya menjadi anggota parlemen.
cCs

dzﬁlg di situ terdapat calon-calon
~_

parlemen yang jelas-jela '&r@é

Namun menurutku, bila rakyat muslgwmelihat adanya calon-calon anggota
\

N

Xhi Isl

calon-calon yang \ i

di atas.

Demikianlah menu ekalipun saya meyakini bahwa

pencalonan diri dan keikutse pemilu tidaklah bisa mewujudkan
tujuan yang diinginkan, sepe 1 atas. Langkah tersebut hanyalah
untuk memperkecil kerusakan atau untuk menghindarkan kerusakan yang lebih
“STIBA"MARASSAR™ ™
diterapkan oleh para pakar figh.'!

4) Mustafa al ‘Adawi

Adapun memberikan suara dalam pemilu, maka ini kembali pada kaedah

memilih bahaya yang lebih ringan. Jika ada calon yang fasik dan ada calon yang

10Abdul Malik Ramadan, Madarik al Nazar fi al Siyasah (t.d.), h. 45-46.
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saleh, maka memberi suara ketika itu dalam rangka memilih mudarat (bahaya) yang
lebih ringan (mengikuti pemilu termasuk mudarat, tidak memilih calon yang saleh
termasuk mudarat, maka ketika itu dipilihlah mudarat yang lebih ringan). Jadi
memberikan suara ketika itu dalam rangka memilih mudarat (bahaya) yang lebih

ringan.!!!

3. Masalah Seputar Pemilihan Umum di Indonesia

Menaati Uli al Amri atau pemerintah yang berwenang mengatur urusan

masyarakat adalah wajib seba a> ana tela askan selama Uli al Amri tersebut
’ <
tidak memeﬁntahkan . Maka ﬁeq; "unﬁlk memilih Ul al Amri yang
\p
memiliki pengetah 13 g balk akan Tslam sertajmefniliki manhaj yang lurus

dalam mengamallﬁjuﬂran dan sunah.
Namun, jika l)ﬁ Mebm lum ada, perlu ada usaha

wasilah-wasilah yang ada saat ini.

dari umat Islam untuk mewu
Keikutsertaan umat Islam da m dengan menggunakan suaranya
dalam hak pilih pemilu, pe k Islam dan upaya-upaya lainnya
untuk mendukung keikutsertaan umat Islam dalam politik demi menegakkan hak-

hak kaum mushmln adalah sesuatu yang dibolehka

S l quran memermtahl!an umat !s'am untuk ta§)z§ lgh al ! mri sehingga

jika tidak ada Uli al Amri maka obyek yang wajib ditaati menjadi tidak ada. Karena

I1«Memberikan Suara dalam Pemilu”, Situs resmi Muslim.or.id,
https://muslim.or.id/20605-fatwa-ulama-memberikan-suara-dalam-pemilu. html (04 Juni 2020)
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itu, perintah untuk menaatinya sekaligus menjadi perintah untuk mewujudkannya,

sehingga ketaatan kepada Ulf al Amri tersebut bisa diwujudkan.

Dengan kata lain, kewajiban untuk mengangkat dan mewujudkan UlT al
Amri itu merupakan syarat agar kewajiban untuk menaatinya bisa diwujudkan.
Meski ketentuan mengangkat dan mewujudkan hal tersebut tidak dituangkan secara
eksplisit dalam Alquran, ketentuan tersebut status hukumnya sama dengan status
hukum wajibnya menaati @il1 al amri. Jadi, hukum mengangkat dan mewujudkan
Ul1 al Amri itu wajib, sama WaLl

itu, mentaati Ul1 al A

konsekuensi) wajibn} a hgangkat dan mewujudk il al-amri.

‘\ v

N\ _
Ketika pe\ untuk mengangkat dan mevg\ékan Ult al Amri yang
i i

hukumnya wajib, \1 tidak rigan adanya partai politik

Islam yang mempunyai kem: emban tugas dan tanggung jawab

tersebut, maka adanya partai i ini hukumnya juga wajib, sama
wajibnya dengan mengangk Uli al Amri itu sendiri. Penarikan
kesimpulan logis seperti ini juga merupakan turunan dari dalalah iltizam, atau

kaidah Ma La Yatimmu al W3jib Illa Bihi Fa Huwa glb 12

STIBA MAKASSAR

2Tagiyuddin al Nabhani, a/ Syakhsiyyah al Islamiyyah, Juz 11T (Cet. 11I; Beirut: Dar al
Ummah, 1426 H/2005 M), h. 43.
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BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Kaidah-kaidah fikih sebagai simpul penyederhana dari masalah-masalah
fikih yang bercabang-cabang, sehingga dengan kaidah tersebut mempermudah bagi
praktisi hukum dalam menguasai dan menemukan solusi dari masalah-masalah
fikih yang begitu banyak. Selain itu keberadaanya di tengah kemajuan ilmu dan

teknologi masih sangat rel@h%hal ini

ulama tentang masf}ﬂh

buktikan dengan fatwa-fatwa sebagian

~_

Salah kontemporel* ng_gmelibatkan kaidah-kaidah

7! %7 3
) diantaranya adalah fatwa ﬁq Syariah Nasional MUI

sebagai dalil pend
tentang Perbankal\

Paralel dan Pemblxaa

Kemudian pengguna fikih pada beberapa permasalan
sosial seperti, kasus hukum an raya, kasus hukum penggusuran

tanah wakaf untuk kepenting

Beberapa permasalahan diatas adalah bukti bahwa kaidah-kaidah fikih
S B A A A e S S A s
baru saat ini.

Begitu pula dengan Kaidah Ma La Yatimmu al Wajib Illa Bihi Fa Huwa
Wajib, jelas masih relevan dengan masalah-masalah baru yang saat ini masih hangat

diperbincangkan, diantara permasalahan kontemporer yang penulis angkat

berkaitan dengan kaidah ini adalah:
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a. Penggunaan Garis Lurus di Masjid Untuk Meluruskan Shaf

Penggunaan garis lurus pada shaf masjid yang miring adalah wasilah untuk
lurusnya shaf dan sangat membantu imam ketika hendak meluruskan shaf sehingga
keberadaannya menjadi wajib bagi masjid dengan kondisi yang miring. Selain itu
perkataan ulama tentang hukum meluruskan shaf, bahwa ia wajib menurut Ibnu
Hazm, Bukhari, Ibnu Taimiyah dan Asy Syaukani, serta ancaman yang jelas

disebutkan dalam hadis riwayat al Nu’man bin Basyir ra., akan terjadinya

CCs

perselisihan bagi yang tidak meluruskan El}ﬁf menjadi dalil yang menguatkan
\
N
;ah wajibsrsehingga segala sesuatu yang menjadi

-1,\bp pula.
e
o\ §
b. Keikutsertaan Pemilihan Umum di Indonesi -
Menaati R ' 1|,p§{gﬁn'Jﬁh *@
enaati (ﬂqa} mri ata ah yang )) nang mengatur urusan
\__ 4

laskan dalam Q.S. al-Nisa’/4:59.,

masyarakat adalah wajib se

selama Uli al Amri tersebut n kemaksiatan. Maka perlu untuk

memilih Uli al Amri yang uan yang baik akan Islam serta

memiliki manhaj yang lurus n Alquran dan sunah.

Namun, jika Ul al Amri yang diharapkan tersebut belum ada, perlu ada
usaS;I:rItBAtu 11 € - yang ada
saat ini. Keikutsertaan umat Islam dalam pemilihan umum dengan menggunakan
suaranya dalam hak pilih pemilu, pendirian partai politik Islam dan upaya-upaya
lainnya untuk mendukung keikutsertaan umat Islam dalam politik demi
menegakkan hak-hak kaum muslimin selama tidak bertentangan dengan syariat,

adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan perintah untuk menaatinya sekaligus
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menjadi perintah untuk mewujudkannya, sehingga ketaatan kepada Ul al Amri

tersebut bisa diwujudkan.

C. Saran-Saran
Dari berbagai uraian yang telah disampaikan terdahulu, penulis merasa
perlu untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan permasalahan di atas

kepada berbagai pihak yang berkompeten dalam bidangnya.

Hendaknya para peminat atau praktisi hukum Islam dapat menguasai kaidah

—y

fikih sebagai bagian dagiQ\A‘ fikih /ggat’ memperoleh pemahaman yang
/ \Jo 9/ * %

komprehensif tentang<h

Islam. Para d fayka dan penyuluh agama
erapan kaidah fikih pada

—Vv

N\
Penggunaan Garis\ jid-masjid atau musala yang
3 A
dibangun tidak ter{ enggunaan kaidah fikih pada

masalah Keikutsertaan dala 1 Indonesia, agar masyarakat yang

masih belum mau mengguna politik, paham situasi dan kondisi
yang saat ini dan yang akan dari masyarakat khususnya umat
Islam yang enggan berpartisipasi dalam politik Indonesia saat ini, tentunya dengan

batsan-batasanlyang telah diatur oleh syaria.

STIBA MAKASSAR
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RIWAYAT HIDUP
A. Identitas Diri

Nama : Aripuddin Rasi

Tempat/Taggal Lahir : Wanggudu, 1 Maret 1999

Alamat : J1. Baji Gau I Komp. RRI No. 111 Kel. Bongaya

Kec. Tamalate Kota Makassar.

N

M
s
Nama Ayah: ,?’
s

*

010

ssar Tahun 2010 - 2013

- SMA Al Bayan, Pontren Hidayatullah Makassar Tahun 2013 - 2015
STIBA"MARASSAR

- Prodi S1 Perbandingan Mazhab Jurusan Hukum Islam STIBA Makassar

Tahun 2016 - 2020
C. Aktifitas Organisasi

- Pengurus OSISDA-PA SMA Bugq’atun Mubarakah Tahun 2015 - 2016
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- Anggota Dept. Ekonomi DEMA STIBA Makassar 2017 - 2018

- Bendahara Umum DEMA STIBA Makassar Tahun 2018 — 2019

- Ketua UKM Perisai Badar STIBA Makassar Tahun 2019 — 2020

C. Prestasi

- Juara 3 Kejuaran Pencak Silat antar pelajar se Kota Makassar tahun 2016

- Juara 1 Debat Bahasa Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi Swasta Se

—
¢ Cs

K

Indonesia Timur Tahun 201
Y
- Juara 1 Kejuaraan Pgncak Si

8 N
dan Keilmuan %{‘TB y akassar tahun 2018 <2020 .
S
_—>
- Juara I Lomb t Bahasa Indonesia pada Pe Bahraga Seni dan

N\
Keilmuan ST%A akassar thun 202|) . (\
e <
N
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5.5( Kig pada Pekan Olahraga Seni



